PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
w

*PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM
bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang

semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan
pengendalian pendirian bangunan;

Menimbang

P

b.  bahwa untuk memenubhi ketentuan sebagaimana tersebut huruf a perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat ¢ 1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok — pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2186);

3. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Ketentuan —
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang — undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya ;
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ;

6. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan
Pemukiman ;

7. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38391);

8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah { Undang - undang
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan :

(g



Dalam P

Pom

10. Peraturan Pemeriniah Notmor 44 Tohun 1987 Terdang Penveralal
‘ming an Lrusan Pemermtah ¢ bidane Pekerinan Umum kepada
Diacrak;

11, Peratwian Pemerintah Nomor 21 Talwm 1592 Temiarg An
Menoenai Dampak [ ingkungan ¢

12, Hepuwiusan Presiden lvomor 22 Talwn 2990 Temtang
hoawasan _|..|1'nmm_g s

S i i gl s T e g e i3 B % W8 TS
13 Keputusan Presideir Neomor 33 Tohun 1991 Tentang Penggunaan

tanah Bagl soawasan Lindung -

Db Darstoran Menterd Moggori Memor 2 Tahon 1987 Tontang

FPenvusunan Kencana I\Uiﬁ
15, Popaturan Daeral Mota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentong
kewenangan khota Pagar Alam Sebagai Daerab Otonom @

1¢. Neputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor G2KPTS/198F tentang
Ketentuan  Pencegahan  dan  Penangenlangan  Rebakaran  pada
Hangunan Gedung |

~d4

Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 84 Tahun 1992 tentang
Bentul Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :

Dengan Persetujnan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DPAERAH

HOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

\ienctapian . PERAT N DAERAH KOTA PAGAR ALANM TENTANG KIN

ik IN t.)ﬂ(JE\A}’\J BANGUNAN  DAN  IZIN  MEMBONGKAR
BANGUNAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

eraturan Daerah ind yang dimaksud dengan
5 I}a@mh adalab kot Pagar Alam :

o T<{’n1- T}T

adolah Pemerintah Koia Pagar Alam
L3

pala Dacrah sdalah Walikota Pagar Alam

4 mpa;.] Innas Tata Kota adalah Dinas [ata \;’U(ﬂll\ﬂld Pagar Alam:

ST

4. Inn

5 Pemgas adalah seorang Pegawai Negeri Sipi! pada Kota Pagar Alam vang melaksamakan

toan surat perintah tugas cleh Walikota Pagar Alam
viendirikan Bangunan selanjutnva disingkat INVMB adalab i7in untuk mendivikan

bangunan vaeang ditapkan oleh Walikota Pagar Alam :

]



Izin hembongiar Bangunan adalah izin uniuk membongkar Pangunan vang ditetapkan
oleh Waltkola Pagar Alam

Gare Sempadan falan vang selanjumya disingkat G8J adalah earis rencana jalan vang
diictapkan delam rengana kota ;

watis sempadan Bangunan yt‘ng selanjuinya disingkat  (SE adalah garis vang tidak
baleh dilampaui oleh denah bangunan kearah GSJ vang ditetapkan dalam rencana Lota
Perpetakan adalah bidang tanahh yang ditetapkan batas - batasnya sebagal satuan -
satvan vang sesual dengan rencana kot

Rencana Kot adalah rencana yimg disusun dalam rangka pengaiuran pemanfaatan ruang
Lola;

hoeleaen pasar Bangunan vang selanjutnva disinehat KDB adalah angka perbandingan

pontady Ioas lantai dasar terhadap vas tanah perpetakan vang sesuai dengan rencans

Yota;

koefesion [ antai Bangunan vang selanjuinya disingkat K183 adalah angka perbandingan
jumlah luas scluruh laniai terhadap foas tanah perpetakan vang sesuar dengan rencana
kot ;

Linghungan adalah bagian wilayah kota vang merupakan kesatuan ruang untuk suatu
kehidupan dan penghidupan tertenm dalam suatu sistem pengembangan koia seoara
foselurahan ;

Lmgkungan bangunan adalah suatuy kelompok bangunan vang membentuk suatu
Lesatan pada lingkungan ferfeniu;

Lingkungan campuran adalah suatu lingluogan dengan beberapa peruntukan vang
duetapkan dalam rencana kota |

Menmthangun  adalah  seriap kKegiatan 1.11.3ndi1'il_:-zn._ membongkar den  memperbaili
rehigaanty, sehuruh atau sehagaian banounan

pangunan adalab konsiruksi teknik vang dmnam atau diletakiam secara 1etap nada tanah

A nerairon !

Banginan Gedung sdalah bangonan yang dipergunakan sebagai wadali kegiatan

LS

Bangunsn - bangunai adalah setiap hasil pekerjaan manusia svang tersusun dan melekat

pada tanali atau beriumpn pada batu - batu landasan ;

i-‘;.—mtrlumn rendal adalah bangunan yang mempunyar ketinggian mular dari pemukiman
airahy atza lantal dasar dengan 4 lantai maksimum 16 m ;

ls;mgun‘-:n seclang adalah bangunan yang mempm}-ﬁi ketinggian antara 35 zampal ¥

ianfai. maksimum 40 m |

Bongunan renggang adalah bangunan dengan tampak yvang menghadap ke jalan

mempunyai jarak samping Iuhad:lp batas pekarangan |

Bangunan rapat ad lalah bangunan dengan tampak vang menghadap he jalen nidak

mampunyai jarak bebas samping ;

Banguian u.-dm puran adalah bangunan dengan tebih dart satu jenis penggunaain ;

Bangunan darurat adaiah bangunan vang peruntukannva sernentara dan umur bangunan
tidak lehih dari 2 tahun :

Bangunan  senu ;3-..1111:111::-11 sdalah bangunan vang sebagian konstrukst utamanya

dmyatalam permimen dan smur bangunannyva dinvatakan kurang dari 15 ( Tima belas )

tahu

Bapgunan permanen adatah bangunan yang konsiruksi ntamanya terdiri davi belon atau

kavu atad baje atau bahan lain vang wnar basgenan dinvatakan icbib davi 23 (dua pulub

tima i iahun
Bangunan patak adalah bangunan vang salah satu atan febih ¢
dan dmdmg tsitmya mempunyva javak ievhadap batas perpetakan :

ang vang bersifat tetap ;

adingnya dipakai bersama

A hagian dari cuaiu gedy
win beban vang lerjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu

Pehan mati adzlah berat dori se
Beban hidup adalsh sen
gouung o

Behan gemps adalal semua beban statik ekivalin yang beleriz pada gedung vang

wh dari gerakan tanah akibat gempa ity |
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Beban angin adalah semua beban yang bekerja pads zedung atav bagian gedung yang
disebabkan oieh selisih dalam tekanan udara :

Peranceng bangunan adaloh seorang atau sehclompek ahli dalam bidang arsiteldur
vang memilili izin kerja ;

Perancang strukivry adalab seorang abli atav sekelompok abli dalam bidang struktur /
konstruksd |

Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalal scorang atau sehelompok ahli
daiam bidang mstalasi dan periengkapan bangunan vang memiliki izin bekeria |

Direksi Pengawas adalah seorang stau sekelompok ahli / badan vang bertugas
mengawast pelaksanaan pekerizan membangun  atas  penunjukan  atas  pemilikan
hangunan sesuat dengan ?cc‘f'a-mm;‘-n izim membangun ;

> adalah seorang / badan yang melaksanakan kegistan membangun atas
prnun-uian pcmlhk bangunan sesuai ketenfuan izin

Pengkajt tebnis bangunan adalab seorang / sekelompok ahli 7 kadan yang bertugas
mengkaii kelayakan bangunan dalam segala aspek teknisnyva;

Peranch adalah siraktur pembaniu sementara di dalamn pelaksanaan suatu bangunan
wittuk menuniang pekerjaan struktor bangunan |

Pagar Proyek adalah pagar vang didiikan pada iahan provek untuk batas pengaman
rovek selama masa pelaksanaan :

Fompartemen adaish usaha unok mencegah penjalaran api dengan membuat pembatas
dmding, lantai kolam, balok vang tahan terhadap api untuk wakiu yvang sesuai dengan
kelas bancunan ¢

Alat pomadam api ringan adalah pemadam api vang mudah dieperasikan oleh saiu
crang, digunskan unfuk memadan:kan api pada awal terjadinya kebakaran |

Hidrant Kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air
bertekanan dalam upava penyelamatan pencegahan dan perlindungan terhadap bahava
kebakaran ;

Sprinkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana sulm
ruang mencanal sohu tertentu |

Pipa ;mun dat air keving (Dry Riaser) adalah pipa ar Losong dipasang dalam gedung
atan areal gedung untuk memudahkan pemasukan air dari mobil pompa kebakaran guna
mengalivhan air bila terjadi kehakaran ;

Pipa peningkat air bassh (wet riser) adalah pipa vang secara tetap terisi air dan mendapat
alwan telap dari sumber aw vang dipasang dalam gedung atau di dalam areal bangunan :
Alarm kebakaran adalabh suatu alat pr*nainde"a vang dipasang pada bangunan gedung
vang depat memberi peringatan atou tanda pada saat terjadinyva suatu kebakaran. ;
fangea webakaran adalah tangga vang direncanakan kKhusus untuk menvelamatkan jiwe
manusia pada wakiu terjadi kebalaran |

Pige kebakaran adalah pwitu yvang langsung menuju ke tangga kebakarau ataun jalan
keluar dan hanva dipergunakan apabila terjadi kebakaran

Fetahanan terhadap api adalabh siar dari komponen strultur, untek tetap berfahan
terhadap api tanpa kelilongar fungsinva sebagsi komponen strultur | Jdalam w %Lﬂi
terfentiu vane dmvatakan dalam jam ;

35 T
4 ‘:.-.

ckior wlama adalah bagian  bagian bangunse gedung vang memiky! dan

mensruskan beban ke pondasi |
rwmocmen m1ﬂ~1m adalah bagian — bagian bangunan cedung baik vang memikul beban

Iy {‘ fusi dan p,nmsi.qp&fi bangunan adalah westatasi dan perlenghapan pada bangonan,
bangun — bangunan dan, aiau pekarangan vang digunakan untuk menunjang tercapamya
waser tenvamanan, kesclamatan, komunikasi den mobilitas dalam bangenan ;
Penthaouse adalah Lonstruksi yvang berada paling atas tidak beratap, vang digunakai
Tk nmmmkunu mstaiast dan perienghapan bangunan ;

Peremajon trungan adalsh sushr penataap kemball bangunan dan Hnghungan ¢
E;;D%:\uu:;i g Hidasifikasikan menjadi 4 yvaiws - wisma atau namaly, Lorva atau
femnal pekerjaan.  seka  atan lt"m])ai hiburan ¢ rekreger margs ate alan dan

Py SN TNLaan & ai alang tarbuks
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Mambongkar bangunan adalah meniadakan sebagian stau selorun bangunan ditinjau <ari
seel [ungsi dan atau konstruksi :

BAB i
[ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pectama
Perizinan

setiap kegiaian membangun sangunan dalam Daerabh wajth menulili R terichih
dabiviu dart Fepala Daerah .
INB sebagammana dimaksud ayat (1 ) pasal ind, dipergonalon uniulk
& Miendirkan bangunan baru ;
b Nendirikan bangunan tambahan pada bangunan vang sudab ada ¢
;. Mengubah cehagisn atan seluruh bangiman vang sudal ada
*an harus mensliki VB 5cbarr:unl.ﬂuz dimak,; Pasal ini. harus dipenuld
g\uia ketentuan iam vang berkaitan dengan kegiaian mendirikan bangunan

sl ava: {1; A E

Pasal 2

Chiivl mendapaikan IND sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daeral ind,
!.1«31nr.!i:\'r= ietfehih dabuiu harus mengajukan surai permohonan lertulis, kepada kepala
Daeral; :

Tatavora dan persyaratan — persyaratan yang harus  oflenghapl oieh  pemohon
sehagamang maksud avat (1) Pasal im ditetapkan dengan Keputusan Bepala Dagrah ¢
B s curat IMEB dart Pemerintah Kota dalam waktu selombat - lambataya

1Ed TTé%fi'llr 511':.-.; walender b= ik tan 137 al diteri '}ld'lns l:uinuu onan harus sudali selesal:

He ‘"Ii'il‘n! W Invis ‘Jthﬂ't ‘thti““;i “sbha“nﬂnldnd fjll’nd“\,[l{l ay al {%j Ijaga] in] seielah
: éf._; Fratan ,. ST '!"U;: o T'l o°n ﬁ]~ Ea-w ni,nh ﬁc‘i’nfﬂ‘fo"!

Poynal 4

J hons Iy ditangguhkan penyelesatannva jika pemohon tidak melengkapi atan
remenuit persvaratan icknis dalam jangha wak vang ditetapkan :

\ :-:zi‘ﬂa forjadi sengheta yang ada hubungannya dengan Persvaratan IMB, penyelesaian

ctimohonan izin dimaksud dapar ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengheta :

hf:.pum‘:fm nenangeuhan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud avat (i) avat (2)
I—";;«a it diberitahukan secara tertulis kepada pa,mahmx dengan disertai alasan ;
Permchonan IME vang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini
setelah wakiu 12 bulan seiak tangeal penangouhan dapat ditolak denvan surm
pemveritabuan disertat alassu - glasan penclakan |

Pasal !

epaia Daerah dapai menolak Femohonan IMB apabila |

Berdasavkan keteniuan vang berlaku hegiatun mendivikan bangunan akan melanggar
Letortiban wvne atan merugikan kepenfingan onmum |

hopentingan pemukimen masvarakat setempat akan dirugikan atau penggunaanmya dapal
membahavakan kepentmean umum, kesehatan dan keserasian hnglunean ¢

Femehor belum atau tidak melaksanakan periniah tertadis vang diborikan sobagat salah
satu syarat diprosesnye permobonan ;

Bertentangan denesn kefentvan - ketentean vane ductaphan dalam rencana hota.

L



PBagian Fedua
Fembekuan dan Pencabutan serta Pembataian Izin

Pasal 6

(1} Lepala Dasrah dapat membekukan IMB apabila dikemudian hari fernvata sengketa,
pcnﬂméuan dart pihak ketiga, pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun -
mbekuan IMB sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini, diberitshukan sscora termuliz

Lepada pemilik IMB dongan diseriai alasan ;

{21 Femilik IMIB diberikan kesempatan uniuk memberikan penielasan secara teriuis kepada
T : _,;E;J Daerah, pembaktian penvelosaian sengketa dan mematuhi lLetentuan atas

eparan ataq Kesaiazhan teknis dalam membangun ;

(43 pemﬂu\ iMEs telah menvelesatkan sengkela. pengaduan dari pibak Kketiga,
: kefentuan dalam membangun, Walkoetz alan mencabut surat pembekuan
scuara tortuliv }.-‘.a;p:-tcaaf Penul, IvID.
Panat 7
1y Kopala Dacrab dapat mencabut IMB apabila .
2. IME berdssarnan keiengkapan persvaratan zin vang diqgukan dan keteranean

nohiot vang terayaia tidak benar
o 1 m_.shsemzzsv dan pembangunan moenymmpang dari persyaratan vang tercantum dalam
surat VB

.. iralam wabkne selamas - lamanya 6 { enam ) bulan tornyvaia suatu keharusan vang

warkan peratuyan ~peraturan yang tilak dipenuhi ;

{Z) Aepulusan peacabutan surat IMB sebagaﬂndna dimaksud pasal ini. diberikan secara
' "f‘*uii‘-; Lepada pemilik INME tersebut dengan alasan-alasan |

{!} Terhadap bangunan yang telah dicabut surat IMB sebagaimana dimaksud avai (2) pasal
n-i. 6 bulan terhiting sejak pencabutannva dan tidak ada penvelesaian lanjutan, maka
tangunan harus dibongkar paksa oleh Kepala Daerali dengan biava dibebankan Kepada

pomilik DVIB .

Pasal ¥

1y Surat IME dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka walkiu ¢
bulan berturui-turut setelah tanggal peneiapan surat IMB belum dimulai pelaksanaan
“me‘._,s.msma atan pekerjoan vang dilaksanakan tidak diteruskan dan diangap hanva
berupa pelierjaan persiapan , kecuali ada pemberiichuan secara tertulis;

o

{2} Jongka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ind dapat diperpanjang sebelum jatul
Empo dengan mengajukan permohonan tersebut kepada Kepala Daerah :

(Y Ketentuan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumken dalam surat IMB;
41 Porpanjangan wakie surat DMB sebagaimana dimakeud ayat (2) pasal ind ditetapkan
dengan keputusan Kepala Daerah.
Bagian Keliga
Tertib Bangunan
Pasal 9

Cebeijaan mendinikan bangunan barv dapat dimulal oleh pemohon setelal surat DB
umlnlcu oieh Kepala Daerah ;
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Untuk pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal mi. kepada pemchon diterbitkan izin pelaksanaan mendirikan bangunan oleh
Iepala Dacrah ;

Setiap bangunan vang tidak memenuhi ketentuan nhagamnm ditetaphan dalam surat
{zm pelaksanaan harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian - penvesuaian sehineca
emenuhi ketenfuan vang detetapkan dalam surat IMB.

Pasal 10

GEY dan G5B yang lab ditetapkan dalam rencana kofa tidak boleh dilangsar dalam
mendirikan atau memperbaharui seluruhnva atau sebagian dari bangunan ;
Apabila GST dan GSB sebagai mana dimaksud avat (1) pasal ini belum ditetapkan dalam
rencana Koota, Hepala Dacrah dapat menctapkan G8J dan GSB vang bersifat senmentara
uruk lokasi fesebut ;
Penctapan GSY dan G5B yang disyaratkan dalam surat IMB sebagaimana dimaksud avat
{2} pasal ini dpatok dl lapangan oleh Dinas Tata Kota Kota untuk selanjutnya
ditetapkan dalam rencana Kola .
Yrikan Pangonan akan diberikan dengan keientuan batas - batas bangunan

75J sebagail berikut ¢
a. Uinmuk Falan Negara 20 M dari AS badan jalan kiri dan kanan
o, Untuk Jalan Propinsi 16 M dart AS badan jalan kiri dan kanan

. Untuk Jalan Kabupaten 12,30 M dari AS badan jalan kiri dan kanan
d. Untuk Jalan — jalan dalam kota, akan disesuaikan dengan kebutuhan keta dan

ditenfukan oleh Kepala Daerah.

Pasal i1

sangiman ertenty berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan pengounaanva harus dilongkapi
(,Lngm: peralaten vang berfunesi sebagai pengaman erhadap Talu lintas ndara atau lale lintas

SnngonT,

Pasal 12

M fidak diperiukan uatuk pekerjaan :

.

T
J
Ll

Pekerjaan vang termasuk dalam pemeltharaan dan perawatan bangunan vang bersifar
biasa atau rotin |

W P L AN (. S A s I S 1, e frebale Talsd Bl R
Mendirikan Kandang, permelibaraan binatang dan isinya tidak iebih dari 10 m™;

Porbaikan - perbaikan vang ditentukan oleh Kepala Dagrah,

Paszl i3

belama pelaksanaan kegiatan mendivikan bangunan, pemilik IMD pelaksana bangunan
harus menjaga keamanan. Keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh
mengangon hetentraman dan keselamatan magsyarakat sekitarnya;

':wcin:Llh selesal pekerjaan mendirikan bangunan 7 x 24 jam pemilik IMB atau pelaksana
bangunan diwajibkan imenvanpaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah .

Pasal 14
Peloksanaan hegiatan membangun pada bangunan tertentu harus dilakukan  ofeh
pemborong, dan diawasi oleh dircksi pengawas vang memiliki surat izin  dan
bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebur
Ketentuan tentang pemborong dan direksi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1 Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Pasal 15

(1} Pemborong dan direksi pengawas bertanggung jawab stas kesesuaian pelaksanaan
werhadap persvaratan vang lercantem dalam 1zin ;

{2y Direksi pengawas haus melaporkan sccara termalis dimulainya ke
secara terinei dan barkala kepada Kepala Dasrah ¢

(31 Apabila terjadi penvimpangan dalam kegiatan membangun dan atan terjadi akibat
negatif  lainnva,  diveksi  pengawas  haras  menghentikan  pelaksanaan  Kegiatan
membangun dan melaporkan kepada Kepala Dacrah .

¥

-

latan mombangun

Pasal 16

Segalr keruglon pihak laim yang timbul akibat pelaksanaan hegiatan membangun, menjadi
beban dan anoouny 1awab pemborong dan atau pemilik baneunan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pembangunan dan Bangunan

Pasai 17

{1y Setiop perencanaan dan perancangan bangunan selain harus memenuhi ketentuan
tekniy vang berlaku, juga harus mempertimbanekan segi keamanan, kesclamatan,
keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan
porlengkapan bangunan termasuk kesmanan dalam pencegahan penanggulangan
kebakaran:

(23 Porencansan dan perancangan bangunan harus dilakukan dap diperianggung jawablkan

oieh para ahli yang memiliki surat izin bekerja, sesntal bidangnya masing - masing

ferdiri dan :

a.  Perancang arsitektur banguoan ;

b, Perancang stiuktur bangunan ;

¢ Perancang instalasi dan perlengkapan bangunan :

Para obli perencana dan perancang harus memiliki rekomendasi dari ikatan organicosi

prefesi yong diakui oleh Pemerintah |

(4y  Sural zin bekeria sebagaimana dimaksud pada avat (2) pasai i ditetapkan oleb

e

Pasul I8

cip o tAalan setap perencanaan dan perancangan bangunan, pemilik bangunan diwajibkan

menunjuk ahli sebacaimana dimaksud dalam pasal 17, kecuall untuk bangunan terteniu
duictapian oleh Kepala Deeral ;

{2y Pomilin bangunan wajid memberitabukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
apabila terjadt pengemmtan perancangan dan atau perencanaan bangunan,

Pasal 19

by Gambar perencanaan dan perancangan bengunan antara tain terdiri dari

a. Crambar rancangan arsitektur :

b, Gambar dan perhitungan struktur ;

o Crambar dan perhitungan instalasi dan perlenghapan bangunan |

(. Crambar rinc dan perhitungan lain vang diletaphan, gctaran suara serta pancaran
radiasi.

ey

rJ
ol

Gambar dan perhitungan struktur, nstalasi dan perfonglapan bengunan harus sesuvai
dan tidak menvimpang davt cambar rancangan aratelius



{3} Penyajian rencana dan rancangan bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini diwujudkan dalam gambar vang dengan dilengkapi uhkuran. penjeiasan

(4} Penvajian reucana dan rancangan bangunan untuk pemeliharaan, perluasan atau
perubahan, narus  digambar  dengan  jelas. baik  keadasn vang ada maupun
petnbaharuan, peiluasan atau perubahan dimaksudd,

Pasa 20
(13 Rancangan arsitekiur suatu bangunan atau kompleks bangunan, harus serasi dengai

keseluruhan  bangunan  vang  terdapat  dilinokungannva  dan  sesuai dengan
peruntukannva ;

Ll
(2 suepala Daevah menetapkan Ketontuan teknis lsbih lanjut tentang perletakan banguiian
secars teknis perubahan dan penambahan bangunan, dengan tefap memperhatikan
teserasian dan Relestarian lingkungan serta kaidah perenconaan kota,
Pasal 2
bepala Deerah dapat menctapkan dalam suatu finglungan, untuk menyvediakan fasilitas

vy dan fasthitas sosial,

Bagian Kelima
Pemelibaraan Bangunan dan Pekarangan

Pasai 22

(1} Bangunan atau bagian bangunan dan pekarangan harus dalam keadasn icipelihara
sehingga dapat (etap digunakan sesuai dengan fungsi dan persyaratan dalam Surat
IMB vang olah dikeluarkan serfa tidak mengpangu sepi kesehatan, kebersihan dan
keamanan ;

{2) Ualam hal pemeliharaan bangunan, bagian bangunan dan pekarangan vang
merneriukan keahitan, harus dilaksanakan oleh pelaku teknis bangunan sesuai dengan
bidangnva |

(3 data cara dan persyaratan pemeliharaan bangunan, bagian bangunan dan pekarangan
tertentu ditetapkan oleh Kepala Daerah |

Fasal 23

(1) Pemiiik bangunan atau pekarangan wajib melaksanakan atau mengizinioon cilel vhan
pekerjaan — pekerjaan vang menurui Kepala Dacrsh dianegap oerhy berdasarioan
pemberitahuan secara tertulis:

{2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iad hares o Lo dalan

tangka waktu vare tercontom dalos Pomberiabian

Trgual
Pasal 214

Ty i o ot P
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—epala Daer 4 dapat menshwrl selonggesn i

¢ gz, aka denoan peinbabiaruan orsebat aapal scaoaan 2
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£y Spabils basguaan sebagaimana dunaksud paca ayat (1) Pasal ini sudah dikosongkan,
Bepoon el skl cendint olelt penghuni atau pemiiik dalam jangka wakru
Lol USdioad 4

(B3 Apavaa ketentuan tertentu scbagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3) pasal ind,
tidak dilaksanakan oleh penghuni atan penvibik. pelah%anwm't pengosongsn dan atau

pembongkaran dilakonkn oleh Keapala Daeralb atas beban Mava pamitik bangunan
Pawal 26

Kepals Drorab mon: .‘rc.i*}um daerab - daerah bangunon dan atay bonsusan vang memiliki nitai

seiaral atan ;.':mu bakataan. budaya dan arsitekiuy vang tingei, whw.n daerah cagar hudava.

sarEy dan diaga kelestariannva,

Vans

Pasal 27

Jerbadap Regiatan membangun bangunan dan atau bagian bangunan yvang terkena ketentuan
perenyiaan un%ung_dn. Kepala Daerah dapal memberikan pengecualian apdlnla bangunan
dan atan bagian bangunan tersebut dinvatakan sehagai bangunan vang perfu dilindungi dan
dijaga kelestariannva.

BAD 117
KETENTUAN TEXNIS MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Wetentuan Arsitektur Lingkungan

Pasal 28
{3} setinp bangunan harus ¢ dene tuka 3 g
(1) Setlop bangunan harus sesual dengan peruntukan yang diatur dalam rencana hota ;
£ Feongeunaan jenis bangunan pada lingkungan peruniukan sebagaimana dimaksud na da

avat (1) Pasal ini :

1. Klasifikasi Bangunan Menurut Penggunaannya terdiri dari :
4. Bangunan rumah tinggal |
k. Bangunan non rumsh tingeal ;
¢ Bangunan cammpuran ;
o, Bangunan khusus,
2 iikas: Bangunan menurut Ketinggiannyva terdirl davi

@, Bangunan rendah (1 sampai dengan 4 fantai dan atau imgei maksirnum 20
meter )
b. Bangunan tinggi 1: 5 - 3 lantai { ngei -~ 40 meter )

5



Pasal 25

{1) fepala Daerah dapat menetapkan svatu bangunan baik sebagian atau keseluruhan
fidak lavak dihuni/ Bouvallig atau digunakan ; g

(2)  jika ditinjau dari struktur bangunan dan jaringan instalasi serta dapat membahayakan
penghuni dan atau Iingkungan ;

(3 Fepals Dasrah dapat memerintahkan penghuni untuk segera mengosongkan Jdan
menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka w aktu
tertentu serta mengumumkm statug bangunan tersebut herada dibawah pengawasan
pemerintah daerah ;

{4) Apabila bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah dikosonglan,
pemuonukaran dilakukan sendiri oieh penghuni atau pemilik dalam janeka waktu
fertenny

Apakila ketentuan fertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2y dan (3) pasal ini
ilu'm dilaksanakan oleh penghuni atau pemilik, pelaksanaan pengosongan dan afau
nembongkaran dilakukan oleh Kepala Dacrah atas beban bizya pemilik bangunan.

Ln
e

Pasus! 26

enala Dacrah menetapkan daerah - doerah bangunan dan atau bangunan yang mem wiliki nilai
sgrarah atan kepurbakalaan, budava dan arsitektur yvang tingel. sebagat daerah cacar budava,
o port Ciimdungd dan dijaga kelestariannya.

Pasat 27

Terladop kegioan membangun bangunan dan atau bagian bangunan yang terhena ketenfuan
p-.-umn;adn tinekungan. Kepala Daerah dapal memberikan pengecualian apabila bangunan
dan aton bagian hangunan fersebut dinyvatakan sebagai bangunan vang per lu dilindungi dan
24 kelestariannyi,

BAB 3T
NETENTUAN TEKNIS MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Periama
Ketentuan Arsitektur Lingkungan

Pasal 28

S |

(1)
4
shrs Y

Setiop bangunan harus sesual dengan peruntukon yasg distur dalam rencana |t
Penpgunaan jenis vangunan pada Hngkungan peruniukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1yPasal ini
1. Klasifikasi Bangunan Menuiut Penggunaannya terdui daci |

4. Bangunan rumabh tinggal ;

b, Banguman nen rumah tingeal |

oo Dlangunan campuran

o Bangunan khasus.

ssfifkazt Dongouan menurut Ketinggiannya *erdut dar

s Bangumm rendah (1 sampai dengan 4 lantai dan ataw tinggi maksimum 20
et )

b, Dangunan tingel I : 5 -- 8 lantai { iinggi = 40 meter } 2

10



Hal

¢. DBangunan tinggi I1: 9 lantai keatas { tinggi > 40 meter  ;
d. Bangunan Konstruksi khusus,

Llasifikasi Bangunan menurut kualitas konstruksi terdisi dari
a. Bangunan Permanen

b. Bangunan Semi Permanen ;

v Bangunan Tidak Permanen .

Elasitikasi Bangonan rumah tinggal menurut typenya terdiri dari ;
a. Rumah Tunggal ;

b, Rumah Gandeng 2, 3 atau 4 ;

v. Rumah Kelompok ( 5 - 10 unit ) ;

d. Rumah Deret { Row House ) ;

e Rumsh { Apartemen }.

Klasitikasi Bangunan Non Rumah Tinggal menurut tvpenva terdiri dari :
a. Pangunan Perkantoran ;

b, Bangunan Kantor Pos :

Bangunan Perniagaan / Perdagangan °

Bangunan Bank

Bargunan Perhotelan

Bangunan Perbelanjaan / Supermarket ;

Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Museumn
Bangunan Pendidikan ;

Bangunan Perpustakaan ;

Bangunan Olah Raga |

Bangunan Peribadatan ;

Bangunan Pasar ;

m. Bangunan Pertemuan, Restoran ;

0. Bangunan Industri ( Gudang, Bengkel , Pabrik ) ;
0. DBangunan ¥ eschatan |

p. Bangunan Praktek Dokter .

i~ B g B S = WO

[
bt

A

i e =t
. ¥a oo

Klasifikasi Bangunan Khusus menurut typenva terdiri dari :
Bangunan Militer / 'TNI / POLRI ;

Bangunan Pelabuhan Laut ;

¢. Bangunan Bandar Udara ;

d. Bangunan Stasiun dan Terminal .

e
&=

hal yang dimungkinkan adanya penggunaan lain sebagai pelengkap atau
Shd]

l*emmlang kegiatan utaima berupa bangunan campuran adalah :
H

b.

Semua bangunan dengan status induk bangunan pervmahen ditambah perniagaan
dan bukan sebaliknya ;
Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah indusiri
{1‘ingan Kerajinan, rumahan y dan bukan sebaliknva ;

emua  bangunan  dengan status induk  bangunan perumaban  ditambab
kulumimgaan dan bukan sebaliknya ;
Semua bangunan dengan status induk banguasn umun ditambah perniagaan dan
bukan sebakiknya |
Semus bangunan dengar status mduk bangunan umum ditambah kelembagaan
dan bukan sebaliknva ;
Semua bangunan dmgan status induk tangunan industri ditambah perniagaan
dan bukan sebaliknyva :
Semua bangunan rmlg“n status induk bangunan industri ditambah kelembagaan
dan bukan sehaliknva ;

11



h Semua  bangunan dengan  status  induk  bangunan kelembagaan ditambaly
perniagaan dan bukan sebaliknya ;
i Semua bangunan dengan status induk b angunan pendidikan ditambah bangunan

wmum atan perniagaan atau kelembagaan dan bukan sebaliknya .

{4) Setiap bangunan vang didirikan pada daerah pervmtukan campurar, harus aman dan
bahava pencemaran lingkungan, bahava kebakaran dan bahava banjir,
Pysal 29
(1) Tata lztak bangunan dalam suatu  bagian linghungan harus dirancang dengan
mcmnm‘halikan keserasian lingkungan dan memudahkan upava penanggulangan bahava
tebakaran
{2} E- ada Iohasi - lokast tertentu Kepala Dacrah dapat menetapkan pengarahan rencana tata

jeiak bangunan dalan suaiu bagian Iimgkungan.
Pasal 30

foepals Diaccal dapat menelapkan svatu lokasi Khusus untuk bangunan fasilitas umam, dan
fasilitas  sostad dengan  fetap memperhatikan, keamanan, keschatan, keselamatan serta
keserasian lingkungan.

Pasal 31

Peoumpatan hangunan — bangunan tidak boleh menganggu ketertiban umum, lalu lintas,

2 Wil

prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitektur bangunan dan lingkungan serta harus
remennuhi kekoatan struktor dengan memperhatikan keserasian, keselamatan dan Leamanan
lingkungan.

Pasal 32

Pada lingkungan bangunan tertentu Kepala Dacrah dapat menctapkan Ketentuan pengzunaan
settap lanta dasar atau laniai lainnva pada bangunan, untuk kepentingan umum.

Pasal 33

Pada daerah atau Hngkongan terfentu Kepala Daerah dapat menetapkan lata cara membangun
vang harus diilati dengan meraperhatikan keamanan. keselamatan, keindahan dan keserasian

lingkungas.
Pasal 34

Setiap bangunan vang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang mengangay
harus dilenckam dengan analisis mengenai dampak limgkungan :

(23 Setiap bangunan vang menghasilkan Hmbah atau buangan cair dan padat lainnya yang
Lspar menimbulkan pencemaran, harus dilengkapi dengan sarana pengolah limbah
untuk meneiralisit hmbah dibawah buku mutu sebelum dibuang ke saluran umum :

e
[
S

{3} Bangunen yang menghasilkan asap dan debu harus dilengkani dengan alat penyaring,
Pasal 35
{1; Dangunan vang didirikap harus memenuli persyaratan KDB dan KLB sesvai dengan

reneana kota vang diletapkan |



{2y Repala Dacrah dapat memberikan kelonggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini untuk bangunan perumaha, bangunan umum dan bangunan sosial
dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan ;

{3y Kepala Daerah dapat memberikan kelonggaran ketentuan sebagaimana vang dimaksud
pada avat (1) pasal 1 untuk bangunan umum vang menyvediakan ruang terbuka lebih
luas (KDB febih heeil) dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.

Pasal 36

(1)  Setap bangunan vang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan vang diatur
dalam rencana kota :

(2)  Apabila perpetakan tidak dipenuhi atau tidak ditetapkan maka KDB dan KLB
ditctapkan berdasarkan luas tanah di belakang GSJ yvang dimiliki ;

(3)  Pengeabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentuan KDB dan
KID ridak dilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan
keamanan lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Uniuk fanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minimum perpetakan, Kepaia
Draerah dapat menetapkan lain dengan memperhatikan keserasian dan arsiteknur ingkungan.

Pasal 38
Letak pintu mezzak ofama bangunan harus berorientast ke jalan vmuns,
Pasal 19

(1) GSB ditetapkan dalam rencana kota .
Kepala Daecrah dapat menetapkan Jebih lanjut tentang perletakan bangunan terhadap
GHB, dengan memperhatikan kescrasian, keamanan dan arstieh tur lingkungan ¢

(2) DBagtan Bangunan yvang boleh melampaui GSI adalah -
A ‘feras terbuka ( tidak pakai tiang ) |.50 meter :

b, Baleon 1,50 meter |

Luifel 2,50 meter finggi minimum 3,00 meter ;

., Tentisan atap 1,50 meter | _

¢.  Rumah Jaga luas maximum 4 M° ;

. Gupura ( pintu gerbang ) CO .

Pasal A

13 Dalam hal Pembangunan layang diatas jalan umum. saturan dan atau saranza lainnyva,
harus lebih dahulu mendapat persetaiuan dari Kepala Daerah ¢

{2) Bangunan lavang scbagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini fidal. boleh
mengangey kelancaran ares lalu lintas kendaraan, orang dan barang, tidak menganggu

dan merusak sarana Kota maupun prasarana jaringan kota vang berada di bawah atau

v

diatas tanah. serta tetap memperhatikan keserasian dan arsitekiur lingkungan.

Pasal 41

Dangonan vang akan dibangun dibawah tanah metintasi sarana kota harus mendapat izin

iy i;‘.:.
kepala Daerah dan harus memenuhi persyaratan

Cidat diperkenankan untuk tempat tinggal ;
Cidak menganggu fungsi prasarana (aringan Eota) dan sarana kota vang ada ;




. Sirkulasi udara dan pencahayaan harus memenuhi persyaratan kesehatan pada setiap
jenis bangunan sesuai dengan fungsi bangunan ;
. Memniiliki savana khusus bagi keamanan dan keselamatan pemakai bangunan.

Pasal 42

Bangunan yang dibangun diatas atau di dalam air harus mendapat izin dari Kepala Daerah
dan harus memenuhi persyaratan :

2 Sesuai dengan rencana kota ;
b, Aman terhadap pengaruh negatif pasang surut air |
¢ Penggunaanva tidak menganggu keseimbangan Jingkungan, tidak menimbulkan

perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan sekitarnya, menganggu lalu lintas
air dan tidak menimbulkan pencemaran ;
d. Pengunaan bahan vang aman terhadap kerusakan karena air ;

B Sirkulasi udara dan pencahavaan harus memenuhi persyaratan kesehatan pada setiap
Jjenis bangunan sesuai dengan funggi bangunan ;
f Ruangan dalam bangunan dibawah air harus memiliki sarana khusus bagi keamanan

doan keselamatan pemakai bangunan .
Pasal 43

(1} Pada dasar hantaran udara ( transmisi} tegangan tinggi, letak bangunan minimal 12,5
meler dari jalur tegangan finggi terluar serta tinggi bangunan tidak boleh meiampaui
goris sudut 459 (empat pulub lima derajat ) yang divkur dad jalur tegangan tinggi
terluar |

{2) Iu,rmia Yacrah dapat menetapkan lain dengna memperhatikan pertimbangan para ahli
dan Peraturan Perundang - undangan vang berlaku.

Pasal 44

{1) Bangunan vang didirikan harus berpedoman pada ketinggian lingkungan bangunan
vang ditetapkan dalam rencana kota ;

(2) Kepala Daerah demi kepentingan umum fertents dasat memberi kelonggaran dan
batasan atas Ketinggian bangunan pada lingkungan tertentu dengan 111911191;:11:..1;11“:1‘
keserasian iingkungan, KIDB dan KLI3 serta keamanan terhadap bangunan :

{2} Batasan atas Letinggian bangunan schagaimana dimaksud pada avat (2) pasal ini pada
dawrnd tertentu haous mendapathan rekomendasi dadi instangd vang bersanghutan.

Pasal 43

{1} Setigp perencanaan banzunan  harus me ben
arsiteliyr lingkungan vang ada disekitarnya ;
2‘:‘-} ! trar Sunan va 24 dichrikan ber uu*"};)ﬂ?vcﬁ 3| C’i“‘ AR 5“!-15'“‘!,1“&:"
g dengan ban-m“'“z patugaran forsebut,
b ;9"sli i
B yekars iy, b atars hasus dibuat sedomilian sehingsa tidak merusalk

keserasian bnokuncan atau merogikan pikak lan,

FPawal 47

{13 Bagi decrah vang belum mempunyal rencana teknik ruang kota, Kepala Dacrah dapat
memberikan pu “ﬂbfll]uﬁ“l membangun bersvarat pada dacrali tersebut
(2 Apabila dikemudian hari ada penetapan rencana tebaik mang kota, maka bangunan

¢ dhgesuaikan dengan rencana L.ut;-; vang ditetapkan.
vang
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Pasal 48

bepala Daerah dapat memberikan persetujuan sementara untuk mempertzhanlan jenis
penggunaan lingkungan bangunan vang ada pada perumahan dacrah perkampunean
vang tidak teratur, sampai re;‘.alﬂan,r.n}.s lingkungan peruninkaen yang telah ditstapkan
!3’31 1 vencans Loty ;

Pada lokasi tertentn, Repala Dacrah dapat menciapkan jenis bangunan tertentu u yang

bersifat  sementara, dengan  mempertimbangkan  segi  keamanan, pencegahan

kebakaran dan sanitasd lingkungan

Pasal 49

Lingkuagan bangunan pada daerah vang rencana kotanya belum dapat diteraphan,
uitul. sementara masih diperkenankan mempertahankar peruntukan dan atau jenis
pengsunaanya vang ada, sejauh tidak mengangen kepentingan umum dan hescrasian
kota :

Bangunan vang ada dalam lingkungan vang menpalami perubahan rencana kota,
dapal melakokan perl‘haikau, sesuai dengan peraniukan |

Apabda dikemudian hari ada peleksanaan rencana kota, maka bangunan tersebut
harus disesuaikan dengan rencana kota vang ditetapkan ;

Pada Jmgkuongan bangunan tertentu, dapat dilakukan perubahan penggunaan jenis
bangunan yang ade, selama masih tetap memperhatikan keamanan, kesslamatan,
kesehatan serfa gongguan terhadap lingkungan dan kelengkapan fasilitas ganeguan
wtiadap linghungan dan kelengkapan fasilitas dau vtilitas sesuai dengan penggunaan
baru.

Pasal 50

Alap dan dinding bangunen dalam linglungan bangunan vang letaknys berdekatan

dengan bandar tu’am vang tidak diperkenankan dibuat dar bahan vang mm\imukdn

Lelingeion  bangunan ?eL a '"'man.. ditnaksud pada avar (1) pasal il sor
fict

apan banguaan, fidak J mankan menggangu Laly lintas udara.

Pasal 51

Swttap peranc agan atsitekiue linghungan hams memperhetikan fersedianya sarana
dant prasaiatia yang memadal sesual dengan siandar lingkungan dan persyaratan reknis
vang herfabw -

gan asstektur linghungan tidal boleh merugikan lingkungan

b

sekatarnva vang telah ada, udak boich menuiup jalan umuwn maupun menuiup saluran

melialh  peranca
ar,
Pasal 52

bapala Dacrak dapat menetaplon suatu daerah sebagai daerah bencana, daerah b banjir
dan setenisava ;

i bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini, Kepala Daeral
dapat menetapken larangan membangun atau menetapikan tata cara membangun
dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan lingkungan.

Pada daer

Pasal 53

hepala Dacrah dapat menetapkan lingkungan bangunan vang mengalami kebakaran
sebagai dacran tertuiup dalam jangka waktu tertentu dan atau membatasi, melarang
membangun di dalam daerah tersebut ;



(B

Bangunan - bangunan pada lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) pasal inii dengan memperhatikan keamanan. keselamatan dan Kesehatan.
diperkenankan mengadakan perbaikan darurat. bagi bangunan vang rusak atau
membangun  bangunan sementara untuk kebutuhan darurst dalam batas waktu
penggunaan ferientu dan dibebaskan dari izin ;

(3) Iiepala Dacrah dapat menenfukan dacrah schagaimana dimaksud pada avat (1) pasal
ini, sebagai dacrah peremajaan kota,

Bagian Keduu
Persvaratan Arsitektur Bangunan

Paragraf 1
Persyaralan Tata Ruang

Pasal 54

Dalam perencanaan suate bangunan atau lingkungon bangunan, harus dibual perencanaan
tapak menveluruh vang mencakup rencana penggalian dan pengurugan. sirkulast Kendaraan.
orang dan barang | pola pikin, pola penghijavan, ruang terbuka. sarana dan prasarans
inglungan serta dengan memperhatikan Keserasian terhadap lingkungan serta sesuai dengan

standar lingkungan dan pemukiman berdasarkan peraturan perundang — undangan vang

berlaka,
Pasal 55

Tata letak bangunan di dalam suate tapak harus memenuhi Ketentuan tentang jarak bebas
vang diteriiukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.

Pasal 5o
{1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan, keselamatan.
Keamanan, keschatan, keindahan dan keserasian lingkungan :
(2} Suatu bangunan dapat terdiri dari beberapa rusngan dengan jenis penggunaan yang

berbeda, dengan memperhatikan keserasian, keamanan, kebisingan dan arsitektur

lingkungan sepanjang tidak menyimpang dari persyaratan teknis vang ditentukan

dalam Peraturan Daerah ini ;

Sotlap bangunan selain terdiri dari ruang — ruang fungsi utama harus pula dilengkapi

dengan tuang pelengkap serta instalasi dan periengkapan bangunan vang dapai

menjanin terselenggavanve fungsi bangunan, sesuai dengan persvaratan yang diatur

dalam Peraturan Daerah ini ;

{4) Lantat. dindine. langit — langit dan atap vang membeniuk suatu ruangan baik secara
sendir - vendivi maupun menjadi satu hesatuan, harus dapal memenuhi kebutuhan
fungs! ruang dan memenuhi persvaratan Keschatan. keselamatan dan Leamonan

hangunan sebagammana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

—
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e
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23! Penambahan lantai dan atau tinghat pada suatu bangunen diperkenackan apabila
masih memenuh batas Ketinggian vang ditetapkan dalarn rencana Kota., serauh tidak
melebii KLB  dan hares memenuli kebutuhan  parkiv seria serazt dencan
lingkungannyz ;

(2) Penambaban laniai tingkat dimaksud pada avat (1) pasal m. harus memenoin
persyaratan keamanan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan
harus mendapat izin terlebih dahulu dan Kepala Daerah.




Paragraf 2
Ruang Luar Bangunan

Pasal 58

Ruang terbuka diantara GST dan GSB harus digunakan sebagai unsur penghijauan dan atau
daerah peresapan air injan serta kepentingan umum lainnva.

Pasal 39

Ielentuan sementara tentang tata cara dan persvaratan membangun pada daerah — daerah
vang rencana kotanva belum dapat diterapkan sepenuhnva dapat diterapkan cleh Kepala

Daerah
Pasal 60

Jagian atau unsur bangunan yang dapat terletak di depan GSE adalah :

a.  Detail atav unsur bangunan akibal keragaman rancangan arsitcktur dan digunakan
sebagai ruang kegiatan ;

b, Detall atau unsur bangunan akibat rencana perhitungan struktur dan atau instalasi
bangunan ;

v, Linsur bangunan yang diperfukan scbagai sarana sirkulasi

Pasal 61

(1) Pada cara membangun renggang, sisi bangunan vang didirikan harus mempunyai jarak
bebas vang tidak dibangun pada kedua sisi samping Kkirl, kanan, bagian belakang dan
hagian depan vang berbatasan dengan pekarangan scbagaimana diatur dalam Poraturan

th ini |

(Zy Pada cara membangun rapat tidak berlaku keteniuan pada avat (1) pasal im. kecuali
Jarak bebas bagian belakang,

Lyag

Pasal 62

Pada bangunzn rengeang dari lantai 1 sampai dengan 4 jarak bebas samping maupun jarak
hebas belakane ditetapkan 4 meter dan pada setiap penambahan lantai berikutnva jarak bebas
diatasnva ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantat dibawahnya kecuali bangunan rumah

i P |
angaan.

Pasal 63

(1) Pada bangunan rapat dari lantat satu hingga lantai empat, samping kiri dan kanan tidak
ada jarak bebas. sedangkan untuk lantat selanjuinya harus mempunyai jarak bebas sesuai
dengan ketenfuan pasal 62 Peraturan Daerah ini ;

(2) Kepala Dacrah dapat menetapkan pola dan atau Detat! arsitektur bagi bangunan vang

berdampingan atau berderet termasuk perubahan dan atau penambahan bangunan.

Pazal 64

(1} Pada bangunan rumah tinggal renggang dengan perpetakan vang sudah diatur, pada
denah dasar dan tingkat ditenfukan berdasarkan tiper wke. Wsd, Wbs-1 dan Wbs — 2 ;

(1) Pada bangunan rumah tinggal renggang dengan bentuk perpetakan yang tidak diarar
perpetakaanya belum diatur, maoka jarak bebas bangunan ditetapkan oleh Kepaia
Dacrah.
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Untuk pekarangan yang belum memenuhi perpetakan reancana kota, maka jarak bebas
bangunan disesuaikan dengan ketentuan pada avat (1) dan atau avat (2) pasal ini.

Pasal 65

Pada bangunan rumah finggal renggang salah satu sisi samping bangunan diperkenankan
dibangun rapat untuk penggunaan garasi dan tidak bertingkat dengan tetap
memperhatikan keserasian linglungan :

Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara pada bagian belakang ruang garasi diharuskan
ada lubang udara minimal 5% dari luas lantai.

Pasal 66

Paca bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak
bebas belakane ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 avat (1) Peraturan
Daerah ini ;

Pamang banguran rapat maksimal 30M, baik untuk rumah tinggal scbagaimana
dimaksud pada avat (1) pasal ini maupun bangunan bukan rumah tinggal :

Jarale bangunan lain dengan bangunan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2 pasal ini
minimal 4 (empat) meter.

Pasal 68

Pada banguan industri dan gudang dengan tinggi tampal: maksimal 6 meter, ditetapkan
jarak bebas samping sepanjang sisi, samping kanan dan kir1 pekarangan minimal 3
meter, serta jarak bebas belakang sepanjang sisi belakang pekarangan minimal 5 meter
dengan memperhatikan KDB dan KLB yang ditetapkan dalam rencana kota ;

Finggi tampak bancunan industri dan gudang vang lebih dari 6 meter ditetapkan jarak
habasnya sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

darak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai berikut :

a.  Dalam hal kedua — duanva memiliki bidang bukaan vang saling berhadapan. maka
jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas vang
ditetapkan ;

b, Dalam hal salah satu dinding vang berhadapan merupakan dinding tembok
tertutup  dan vang lain merupakan bidang terbuka dan atau lubang, maks jarak
anfara dinding tersebut minimal satu setengah kali jarak bebas yvang ditetapkan ;

¢.  Dalam hal kedua - duanya memiliki tiang tertutup vang saling berhadapan, maka
jarak dinding terluar minimal satu kali jarak bebas yang ditetapkan .

Jarak bebas sebagaumana dimaksudkan avat (1) pasal mi sesuai dengan pasal 62

Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Tarak bebas antara GSB dan GSJ pada lantai kelima atau lebih, Sesuai dengan jarak behas

vang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pagal 62 Peraturan Dacrab ini.

%
Pasal 71
Pada dinding terluar lantai dasar dan lantai berikutnya tidak boleh dibuat jendela,

kecuali bangunan tersebut mempunyai jarak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 62
Parutaran Daerah ind ;
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Dalamm bal dinding terluar lantai dasar dan lantai berikutnya tdak boleh dibuat
jendela. bangunan rumah tinggal tidak memenuhi jarak bebas vang ditetapkan.
Dibolehkan membuat bukaan sirkulasi vdara atan pencahavaan pada kelinggian 1,8
meter darl permukaan fantai bersangkutan atau bukaan penuh apabila dinding -
dinding batas pekarangan vang berhadapan dengan bukaan tersebut dibuat setinggi
minimal 1.8 meter diaras permukaan lantai tingkat dan tidak melebihi 7 meter dari
permukaan tanah pekarangan ;

Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun.

Pasal 72

Untuk mendirikan bangunan vang menurut fitngsinyva menggunakan, menyvunpan atau

memproduksi bahan peledak dan bahan — bahan lain vang sifatnya mudah meledak,

dan mudah terbakar dapat diberikan izin apabila :

4. Lokasi bangunan ferletak diluar lingkungan perumahan atzu jarak mintmal 50
meter dari jalan umum, jalan kereta api dan bangunan lain disekitarnya ;

k. Lokasi bangunan seluruhnva dikelilingi pagar pengaman vang kokch dengan

tinggi munimal 2,5 meter dimana ruang erbuka pada pintu depan harus ditutup

dengan pmmtu vang keat dengan diberi papan peringatan DILARANG MASUK !;

Rangunan yang didivikan tersebut distas harus terletak pada jarak minimal 10

meter dart batas — batas pekarangan |

d.  Bagian dinding vang terlemah dan bangunan tersebut diarahkan ke daerah vang
ARTAN.

Bangunan vang mepurut fungsinya menggunakan, menvimpan, memperdagangkan
atan memproduksi bahan radio aktif, racun, mudah terbakar atau bahan — bahan lain
vang berbahava, harus dapat menjamin keamanan keselamatan, serta keschatan
penghani dan lingkungannya, harus mendapat izin Mhusus dari Kepala Daerah,

Pasal 73

Porbitungan KDB { Koefesien Dasar Bangunan ) maupun KLB (Iociesier

iLantai Bangunan ) ditentukan sebagai berikut :

a.  Porhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan
sampal batas dinding / kolem terluar ;

b, Luas lantai ruangan teratap vang mempunvai dinding lebih dari 1.20 meter
di atas lantai ruangan tersebut, dihitung penuh 100% ;

o Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau mempunyai dinding
tidak lebih dart 1,20 meter diatas lantai ruang. dibhitung 30% selama tidak
melehili 109 dari lmas denah vang diperhitungkan sesuai dengan KDR
yang ditetapkan ¢

¢, Ovwverstek  atap vang melebibi lebar 1.5 meter maka luas mendatar
kelebihannya tersebut dianggap sebagai as lantai denah ;

v.  Luas lantal ruangan yang mempunyai tinggi dinding lebih dari 1,20 meter
diatas lantai ruangan dibitung 50% selama tidak melebihi 10% dengan KDB
vang ditetapkan sedangkan huas lantai ruangan selebthnya dihitung 100% ;

-
s
o

f. Teraz terbuka dan teras tertutup totap diperhitungkan sesuai dengan
peraturan perundang — undangan vang berlaku ;
2. Dalain perhitungan KLB luas lantai di bawah tanah diperhitungkan seperti

tuas lantai diatas tanah ;

h.  fuwas  lantai  bangunan vang diperhitungkan untuk parkir tidak
diperhitungkan KILB asal tidak melebihi 50% dari KLB vang ditetapkan,
selebihnya perhitungan 30% terhadap KLE

i, Lantai bangunan khusus parkir diperkenankan mencapai 150% dari KLB
vang ditctapkan |
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J. Ramp dan tangga terbuka dihitung 30% selama tidak melebihi 10% dari
luas lantai dasar yang diperkenankan.,

(2)  Dalam hal perhitungan KDB dan KLB, luas tapak vang diperhitungkan adalah
vang dibelakang GSJ;

(3} Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah ( basement) ditetapkan oleh
Kepala Dacrah |

Pasal 74

(1) Retinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur
bangunan

(2) Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh
berikutnya lebili dari 5 meter, maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua

lantai:

{3) Mezanine yang luasnya melebihi dari 50% dari luas lantai dasar dianggap sehagai
lantai penuh ;

(4) Terhadap bangunan tempai ibadah, gedung pertemuan, gedung sekolah, bangunan

monumental, gedung olahraga, bangunan serbaguna dan bangunan sejenis lainnya
tidak burlaku ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayai (2) Pasal ini.

Pasal 75

st

) Pada bangunan rumah tinggal, tinggi puncak atap bangunan maksimal 12 meter
diukur secara vertikal dari permukaan tanah, pekarangan, atau dari permukaan lantai
dasar delam hal ini permukaan tanah tidak reranur

(2) Eepala Dacrah menetapkan pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, bagi

bangunan — bangunan yang karena sifat atau fungsinya . terdapat detail atau ernamen

fariennil,

{:

Pasal 76

Apabila tinggi tanah pekarangan berada dibawah titik ketinggian (peily bebas banjir atau

lerdapal kemiringan vang curam atan perbedaan tinggi vang besar pada tanah ash suatu
perpetakan maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan oleh Kepala Dacrah .

Pasal 77

Pada bangunan rumah linggal Kopel, apabila terdapat perubahan atau pensmbahan bangunan
harus diperhatikan kaidah — kaidah arsitektur bangunan kopel.

Pasal 78

L tampal rumiedh tinggal tidak bolely melebihi ukuran jarak antara kaki bangunan

(1) Tinggi tany
vaug akan didirikan GSB vang seberangan dan maksimal 9 m ¢
(23 Tinggi tampak bangunan rumah susen, diatur sesuai dengan pola ketinggian

bangunan.,

Pasal 79

Pada bangunan yang menggunakan bahan kaca pantul pada tampak bangunan, sinar yang
tipantulkan tidak boleh melebihi 24% dengan memperhatikan lata letak dan orientasi
bangunan terhadap matahari.
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Pasal &0

cara membangun rapat :

Bidang dinding dan atap terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan :

Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak selurang — kurangnva 10 ¢em dari
batas pekarangan ;

Perombakan bangunan vang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama
dengan bangunan scbelabnya, disvaratkan unmuk membuat dinding batas fersendiri
disamping dinding batas terdahulu.

Pasal 81

Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan
sesuai dengan yjumlah kebutuhan ;

Penyediaan  parkir  dipekarangan tidak  boleh mengurangi  daeral  penghijauvan
schagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah ini ;

Standar jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal 82

Pada daerah tertentu Kepala Daersh dapat menetapkan ketentuan khusus tentang
pemagaran bagi suatu pekarangan kosong atau sedang dibangun. serta pemasangan
papan paparnt nama provek dan segjenisnva dengan memperhatikan Keamanan,
kese!amatan, keindashan dan keserasian lingkungan ;

Tmgel pagar batas pekarangan sepanjang bangunan renggang maksimal 2.5 meter di
atas permukaan tanah pekarangan ;

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSE pada bangunan rumah tinggal
maksimal 1,50 meter diatas permukaan tanah, dan uniuk bangunan bukan rumah tinggal
fermasuk untuk  bangunan industri maksimal 2 meter diatas permukaan tanah
pekarangan;

Pada pagar GSJ scbagaimana dimaksud pada avat (2) pasal ini. harus tembus pandang.
dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 0,75 diatas
permukaan fanah pekarangan

Pagar sudui pada GS] ketinggian maksimal i (satu) meler diatas fanah pekarangan dan
tidak tembus pandang ;

Kepala  Daerali  dapat menetapkan  suate  lingkungan  bangunan  Jimana  tidak
diperkenankan membual batas phnsik atau pagar pekavangan gan uniuk pagar baneunan
- hangunan tertentu dapat ditetaphan lain,

S 2
,pl'i."r-'.” (hat

Letak piote pekarangan untuk Kendaraan roda empat pada persil sudut minimal & m
unine Munzunan rumah tinggal dihitung dari titik belok tikangan |

Bagi persil kecil yang tidak memenuvhi ketentuan pada ayat (2) Pasal ini, letak pintu
pagar kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu uiung batas pekarangan,

Pinity pagar pekarangan dalany keadaan terbuka tidak boleh melebihi GSJ ;
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Paragraf 3
Ruang Dalam Bangunan

Pasal 84

e

it it

Bentuk dan ukuran ruang harus memenuhi syarat - syarat kesehatan ¢

Perlengkapan ruang harus memenuhi svarat — syarat kesehatan dan keselamatan umum :
Pintu -- pintu bangunan ibadah | bangunan umwm atau bangunan tempat berkumpul
orang banyak harus membuka keluar ;

(4) Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus memiliki kakus dan atan nembangan
air kotor sendiri.

e —
T

N

Pasal &3

Dangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan,  perbaikan, perluasa
venambahan, idak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan uiama.

Karakter orstlekiue bangunan dan bagian — bagian bangunan serta tidak boleh mengurangi
1 fungsi savana falan keluvar

Pasal 86

1

(1) Suate bangunan gudang minimal harus dilengkapi dengan kamar mandi dan Kakus serta
raang kebutuhan karvawan ;

(2} Suatu bangunan pabrik minimal harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan

hakug, miang ganti pakaian karyawan dan tempat penyimpangan barang, mushoia, kaniin

atau ruang makan dan atau ruang istirahat serta tuang pelavanan kesehatan secara

memadai ;

(3)  Untuk bangunan umum lainnya haius dilengkapi dengan fasilitas penunjang ;

(4) Jumiah kebufuhan fasilitas penunjang harus disediakan pada setiap jenis pengeunaan
bangunan ditotankan oleh Walikota.

Pasal 87

1) Eeliap ruang dalam bangunan harus menggunakan pencahayaan dan sirkulasi udara
alami. yang dilengkapi dengan satu atau lebih jendela minimai 10% dari luas lantai atau
pintu yang dapat dituka dan langsung berbatasan dengan udara luar ;

{2} Pengecualian ietentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i, dibolehlan

unfuic bangunan bukan rumah apabila menggunakan sistem pencahavaan dan sirkuiasi

wdara buatan .

ioang rongga atap dilarang digunakan sebagei dapur auwu Kegiatan fain vang

mengandung bahaya apt,

Pasal 58

(1) Huang rongga atap hanya diizinkan apabila penggunaa wya tidak mienyimpang darl fungsi
utama baneunan serta memperhatikan scei kesehatan, keamanan dan heselamatan
bangunan dan lingkungan ;

(2) Ruang rongga atap untuk tinggal harus mampunya sickelasi udara dan pencahayaan

vang memadai |

i
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Pasal 89

(1} Setiap penggunaan ruang atap yang luasnya tidak beleh dari 50% davi luas lantai di
bawabnyva tidak dianggap sebagai penambahan tingkat bangun;m 2
{2} Sctiap bukoan pada ruang atap, tidak bolech mengubeh sifat dan karakter arstiektor

1. ar

JANZUTAN.
Puinul

(1) FPada ruang vang penggunaanya menghasilkan asap dan atan gas, harus disediakan
lubang hawa dan atau cembong hawa secukupnya kecuall mengounakan alat banti
mekams |

{2y Cweobong asap dan atau gas scbageimana dimaksud pada avar (1) pasa! i haous
memenuhi kelenfuan teniang pencegahan kebakaran,

Paragraf 4
Unsur dan Periengicapan Bangunan

Panal o1

Lantai dan Jdinding yang memisahkan ruang dengan pengevnagn yang berbeds dalam

suatu banouna, barus memenuhi persvaratan ketahanan apl sehagaimana dialur gaiam

Peraturan Dactah int ;

{2y Ruang vang penggunasnyr mwenimbullan  RKebisingan maka lantai dap  dindip
ﬂﬁnnﬁﬁhdnﬂ\ﬂIh"U\LtddpﬁUﬁhl

daerah bagah, harus dipisabkan dersan Ending Fedap air dan

vang mudah dibersihban

.
e
i

Prasgt 92

Ditrang meombuad fubang podle lantat dan dinding
i

)

g penahan apl
Focual dienghar alai penwup vang memenuhi svarat ul’ihdl]dﬂ api.

Pasai 93

Dinding dan fantei atap dan pint yang digunakan ¢ebagai pelindung radiasi pada roang x
riane vadio aklil dan ruang seienis, hares mementhi persvaralan Peraturan Pe lundarg -

undangan vang berlako.

Pasad 08

3

Ayt
B RIS

e | y, SR
Foepala Daerah

kg menetapkan ketentuan persyaratan tentang peralatan dan perlengiapan
bangunan baer penderita cacai.

Pasal 95

{1 Bangunan yang korenz sifat penggunaannya don alav mempunval keunggian lebih
dari 4 laniai harus didengkapt denean sistern (vansportasi vertikal (lift) dan tanoga

darorat

L sapg disediskan scbagammana dimaksud avat (1) pasal i mintma! sag
diantaranva narus beriungesy sebagai it kebakaran,



Pasal 96

1} Pengpunaan eskalator mensius hanya dapat dipsrhenankan untuk menghubungkan
laniai ke laniai sampai dengan maksimal 4 lantai

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan lain sebagaimana dimaksud avat (1) pasal
ini apabila segi keamanan dan keselamatan dapat dipertanggung jawabkan

(3) Sctiap pemasangan eskalator harus dilengkapi dengan alat pengaman seria pencegahn
hahava menialornya api dan asap pado saat kebakaran |

(4} Pada perictakon eskalator terhadap unsur baugunan L’l!l}li)d harus terdapat ruangan

Kosone nimal SU om.

Pasal 97
Sangruan vang karena sifat pensounaanya dan atau mempunyai ketinggian lebih dari 4 lantai
] ATus munpum ai sistem dan atau peralatan bagi pemeliharaan dan perawatan bangunan yang
tidak menggunggn dan tidak membehayakan linglungan sesta aman unfuk keselamatan
pekaria,

Pasal 98

{13 Lebar, jumlah dan lckasi sarana jalan keluar pada bangunon herus memenuli
pereyaratan bagi keselamatan jiwa manusia, dan tdak digunakan untuk fungsi atan
kegiatan lain |

(2) Kepala Dasrah menciapkan lebih lanjut persyaratan telniy tenlang savana jalan keluar,

Pasal 99
i Sgtiap tangga kebakaran yang berada diluar bangunen, harus dapat divapal melals
mang m.n_gg,u._. bathon, aiau teras terbuka dengan luar minimal 10 m dan harus
dilenglapi des 241

{ wwan dinding pengaman pada sefiap sisi dengan Hngzi mininal 120

mmeter
(2} Setiap tangga hebakaran dilvar bangunan harus mempunyal lebar bordes
rEeea.

)

i

{13 Setiop bangunan borlantal 3 (tiga) atan lebih hsrwn dilengkapi dengon
webakaran |

A pada bapgunan §olantai alaw lebih, harus dapar

antal bawah keouali ruang bawah tonak {(basement)

,;;mp a1 faniai !u’li‘«m nanya dwua[ tanpa bukaan (opening kecuali piniu masuk
lunnc _;'m:.!:ﬁ fiap lantal Gan pinto keluar pads laitar »ang berhubungan langsung
LR an, pekarangan ateu fempat terbuka ;

{3} ehnie mengenai tanggn kebakaran diiciaphan olen Repala Daerah

Prisa

sacd

101

Serian tangge ruong bawah funah ( basement )} harus memenuhs ketentuan seb -":,ga: l'ml ut

:".F..ii-';_ menuju ke tinghat ]}menmm fa mh dan apatila alldirﬂ m-}chli* dipakai urtuk
umrn, maeka diantaranyva hars langsung berhubunzan dengan jalan, pekarangaa atau
apangan (erbuka ;
tiap Euiu wrangan atau lapangen torbuka borhubungan dengan tanggze seba

bagaimana

Leyd pade huref a pasal int harug langsung menuu jalan umum sigu jainn
Kotuar

b
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Anabils tangea Jdari lantal reang bawah tanzh ¢ basement § taneea darl lanial fdnelat
bertemu pada suaiy sarana jalan loar vang sama mwaka barus diberikan pemisah dan
tanda petuniul jalan kelar vang ielas

Pasal 102

Dilarany mengpunakas engea melingkar (fangea sylinder) sebagai tangga kebakaran;
Timoga kebabaran dan bordes harug memiliki minmmal {20 mefer dan ndak boleh
menvempit ke arah bawah;

Tangge kebakaran harus difenghapt pegangan yang kuat setinggd 1190 imneter dan
metnpurva ichar mjak minimal 28 om dan tin - gei maksimal:

Tangoa kebakaran terbuka yvang terletak di luar bangunan hamus herjarak minimal 1
metes darg bukaan dinding vang berdekatan dengan tangga kebakaran tersebui;

Tarak pencapaion ke langga kebakaran dari setiap titik dalam ruang efektif. maksimal
2% muter apabile tidak dilenghkapi dengan sprinkler dav mak simal 40 meter apabila

dife Zhilf 20i dengan sprinker,

Prasal 103

Yarak antara landason tanges { bordes) sampai landasan berikutnya pada suatu tangga.
tidak boleh lebih dari 2,5 meler vang dukur secara veriikal ;
Sctian fanaga haras mempunyai raang bebas vertikal (head mc“‘n) fidak kareng dati 2

ey

mater v .mo diukur dari lantai infakan campat pada ambang bawah struitur ;1;:!3&11
dumdah anak tangea dari lantai bordes atau dan bordes minunal 2 buah maksimal l 3
bushy,

Paval 13

i 1 o A BT S e ot 1 A s N el S Rt o
ang gl untuk Rl E‘.*:ililgghéli GV om atay b parus

(o harus meng

Apabida pada Wi sivi tangua
cakun menoounakan saiu u**v:nwdn tangga :
1 dhny o 15 1vn Hn.;rl 80 om osedang wntuk bangunan labmya

ke meean pada romab tingeal, lebar miakan minimat 25 om dan tingel anak
iangea waksimal 20 om |

Puasal 193

Tangea melmgkar dapat digunakan pada ruman tingeal dan apabila digunakan
sehapai jalan keluar maka lantai vang dilavani maksimal 36m”
Tangga tegak (leader) hanya dapat digunakan scbagai sarana pencapaian ke atas alag

ke bowah untul koperluan pemeliharam dan peraswatm.

Pasa! 106

aratan lebar ramp ditetapkan sesuai dengan Iebar tonggs |

I\cmmnﬁan ramp untuk sarana jalan keluar tidak boleh lebih dari 1 berbanding (2,
dan vmtuk psm.’:zvn i lam dapat lebih curam dmrnm perbandingan 1 berb: 13’1{11119. E?
Apebilz panjang ramp melebthi 15 meter, hamus discdiaken s
tbordes) dengan paniang 3 meter, pada sehiap javan maksimal 15 meter:
Permulkarn lantat ranap haras diberi Iapisan haser atzo bahau anti slip.

o 5 hl’w I

I
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Pasal 107
Lebar Letider bangunan bukan tempat tinggal minimal 1,20 meter ;
Kevingotan bebas pada koridor minimal 2,29 meter vang dlukul dari fantal ke langit -
langit .
{3 Forider harus dilengkapi tanda petunjuk vang jelas ke arah sarana dalan kehaar |
{4} Lebar koridor vang berfungsi sebagai sarana jalan keluar minimal 1.80 meter.

Pasal 108

(1) Ruang utilitas di atac atap (penthouse) hanya dapat dibangun apabila digunakas
sebagat tupngen antuk mehlindungi alat — alat. mekanikel slekirikal. tanki air.
cercbong, (shaft) dan fungsi lain sebagai 1ua pelengkap  bangunan d',nm:r

ketinggian ruangan tidak boleh melebihi 2,40 meter diubur vecara vertikal dari pelat
atap bamevmnan, Kecuall unmk ruang mesin lift atau Keperluan teknis Ia.imt_va
diperkenankan fehib, sesual dengan keperluan ;

{3} Apabila luze lantal melebihi 50% dari luar lantai dibawahnya maka ruangan utilitas

o g
fersebui diperlutunglkan sebagai penambah tingkat.
Pasal 109
(1} Foepalan Daerah dapal mewsjibkan pada bangunan tertentu untuk menvediakan
3 1] %

tandasan hehkopier diatas pelat atap ;
2 Mtap bangunan yang digunakan sebagai landasan helikopter 7 meter kali 7 meter
dengan ruang bebas disekeliling landasan rata — rata 5 meter, atau ditentulan lain
oleh instansi berwvewenang ;

(33 Dacrah landacan helikoprer dan sarana jalan keluar harus bebas dari cairan yang
raudah terbakar ;
(4) Landasan helikopter diatas atap dapat dicapai dengan tangga khusus dari lantai

dibawehnva ;

{53 Punggunann landasan helikopter harus mendapat persetujuan dari instansi vans

barwewenang., '
Pasal 116

{1} Dangunan jenis umum yang molebihi Ketinggian 3 lantai harus menvediakan
cerobong (shafl) untuk eiekirikal, pipa — pipa saluran air bersih dan kotor, saluran
telepon dan saluran surat serta seluwran lainnva vang diperlukan sesuai dengan

ratan yang ditetapkan ;

{2) Pangunan tempat tinggal vang melebihi keiinggian 3 lantai selain persvaratan vang
ditentirkan dalam avat (1) pas: 1l ini perfu dilengkapi dengan cercbong sampah. kecuali
apabila menggunakan cara lain atas persetujuan Kepala Daceah,

Pasal 111
(i)  Dangupan parke yang menggunaken camp spiral, dqn.zi.cn.ml\an maksimal 3 lanta:

dan atau kapassias penampungan sebanvak 500 sampai dengan 600 mobil, kecuali
apabila menggunakan ramp s ;

{2 holonggaran hefemtuan avat 1 (1) pasal ini, dapat diberikan oleh Kepala Daecrah
dengan  mempertimbangkan kepadatan / intensitas kendaraan dan  keselamatan
kendaraan setempat serta keserasian bangunan ;

(3} Dalam menghitung kapasitas bangunan parkic ditetapkan luas parkir bruto minimal 23
Mmool
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ngpi mintmal ruang bebas struktur { headvoom) adalah 2,23 meter |
.‘3 tm.p lantai ruang parkir vang berbatasan dengan ruang luar harns diveri dinding
g..au:w { parapet ) setinggi minimmal 90 ¢ dari permukasn laniad
etuip lantal rvang parkir barus memilil saraiea tronsportasi dan atau sivkutasi
veritkal vk orang |
snman parkiv harus disediakap sarona penvelama

i
i
..
K

emiripan ramp luus bagi jalan kendaraan pada basgunon porkir makeimal 1

berbanding 7 :
Apabila lantai parkir memounvai sadut kemitingan. 1
kabmal 1 barhending 20 sorta dipasang penahan _!'0-1"&2.

Pasal 113

bl Laitis -.t; atr satu arah ])“%':tél b aigiinain ,)a“ iif, bebar Jaie minimal 3 nigter Lmnw._l

fuang bebay strukbur i kanan kiri minimal 60 cm |

Ry

rs ‘)-\
Lawy

Passl 1314

Pads ramp melingkor jalan satu arah, lebar jalan minimal 3.63 meier dan untuk jalan
aua araiy debar jalan mintmal 7 meter dengan pembatasan Jalan iebar 30 cm. tingg
minimal 20 cm ;

Jari — jari f;x.'.z'xg:h ramp melingkar minimal © moter dihiturg dari a8 jalan terdekat ;
Setiap jalan pada ramp melingkar harus mempunvai ruang bebas 60 cm terhadap
struliur hangenan,

Paragraf 3
Bangunan — bangunan dan Pekarangan

Pacal 118
Setiap bangupan — bangunan baik pada bapgunan atau pelarangan tdak bolsh
menganggu arsitekiur bangunan dan lingkungan ;
Keteniuan lebih lanjut tentang bangunan — bangunan sebagaimana tercanfum pada
ayat (1) pasal iny, ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 11i¢

Curahan air hwjan vang langsung dart atap atau pipa tulang bansunan. tdak boloh

1atah keluar batas pekarangan, dan hares dialirkan ke sumur resapan dan atau saluran

Lota pagar lahan bangunan ;
Loetentuan tekady tentang sumur resapan sebagamana tercantom pads ayat (1) Pasal
1y dateiaphan oleh Kepaia Daerah.

o
~J



Diagian Wetiga
Persyaratan Arsitekiur

Pasal 117
Persyaratan ieknis atat Letentuan teknis bangunan dari ketentuan arsitektur Huolungan dan
arsiteidun banvanan ditewapikan ofeh Kepala DDaerah,
Bagian Keempat
Ketentuan Struldtur Bangunan

Paragraf 1
Drasar Perencanaan Strukiury sangunan

Pasal 18
{1) Persyatatan perencanaan dan perhitingan stvukitur bangunan mencakup :
2 Knmcn ddasar :
b, Perentuan dato polok ;
53 .~E_1.4u:a.~_. Struktur beban vertikai ;

d. Analisig sirukiur terhadap beban g»empa angin dan beban Khusus

Analists ‘:raJ'tn — bagian struktur pokel da;

1 i‘l( ‘f "}(‘?:' i

. Pendimensian bagian — bagian struktur pokok dan p un.,w: ap
g -md_‘nslﬂ dan pendimensian pondast yvang didasarkan atas hasil penvelidikan
tanah don yekorendasi dstem pondasinyva,
(23 Fepain Dusrah dapat meunectapkan ketentuan sebagaimana dimaksua pada ayat (1)

Pasal mi uniuk perencanaan dan perhitungan strokfur bangunan ;

(2} Untuk merencanakan dar menghitung siruktuy bangunan harus dilaksenakan oleh ahli
straktur

{4} Ahli sirukie sebagaimana dimaksud avat (3) pasal ini. haruzs mempunvai Surar Izin
Dekerja Dorencanaan (SIBP) yang ditetapkan olch Kenaia Daerah,

Pasal 119

(1) Apabila analisis struktur bangunan menggunakan Lomputer, maka program komputer
tersebut harus mendapatl persetuivan ieriebin dahuin dari Kepala Daerah ¢

23 Analicie strukiur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus
mencantumbkan konsep dasar, data masukan dan hasii akhir

{3} Apabtia akbir damr program Romputer terschut diragukan. maka analisis strukiur
bangunan tersebut harox dibuktikan dengan {ats cara vang ditetapkan cleh Kepala
Lraerah.

Pasal 120
{1; farak minimal aatara dua bangunan yang berdekatan dan atau delatast baru dihitung

herdasarkan peral‘m an perencanaan tahan gempa untuk bangunan ditetapkan dalam
pet ".n"l':';m pr't'r_uuhme wdangan yang berlaku :

{23 Yerhadap bangunan yang merupakan svatu kesatuan ( mwonolit  dongan panjang Wkik
dari 500 meter i\c,\nslml».sm}-'a harus dipethitungkan terhadap perubaban suhu,

28



Pasal 121

Dralam perencantaan konstruksi untuk penambahan tinghat bangunan baik sebagian maupun
keseiwuhan perencanaan Konstruksi harus didasarkan data keadaan lapangan dan diperiksa
kelmatanmyn terhadap stroktur utama secara keseluruhan,

Pasal 122

{1 Dalam perencanaan rehabilitasi atau renovasi vang mempengaruhi kekuaton strukiur
maka perencanaan  kekuatan  strukturnva ditinjau kembali  secara  keselurvuhan
bordasarkan porsyaratan struktur sebagaimana diatur dalas: pasal 118 Peraturan
Daeral L

(23 Apabils kekuatan strulitur scbagaimona dimaksud pada ayat (1) pasai iai tidak
memenuin j\tﬁlt‘l’ltlldn maka terhadap strukiur bangonoennya harus tl‘!'..'[u\'lﬂf- i)
perkiiaiag dan ntau penvesuaian.

Pasal 123
) Perenconimaan basdment yang diperkimaikan dapst wenimbuilar kerusakan dan
aanpouan pade banovnan dan Imgkungsn sekitarnya harus dhilengkapi perencanaan
PELEAMANGD
{2) Pady bepgonen dengan basement dunana dasar galion lebib rendah danl muka ag
tanab. hares dilengkapi perencanaan penurunan muka an tanah (dewaterines !
{32} Pengecustian ferhadap Ketentuan ssbagaimana dimalewd pads avar (2) Pasal i

ditenrukan olch Kopaia Dacrah .

Pasa! 124

bershodioen carhunoan wada nondasi done aapcans bepdasarkoan serhimunozn ahli
Persnvataan sambungan pada pondasi ficng pancang berdasarkan perhitungan ahlt

strukinr hares mendapat pcrsr:tuiuan dart beenala Dagiah ¢
Dy pondast ang baje horus memperhitungkan fakior Kovosi sesuai dengan

LA adan

Ik & Tirihe T ol Tl LTIy o
aakiich Poathepm AL LA Euak.

Pada porencanaan pondasi dengan sistem yang bara atzu belum lazim digunzkan, maka
kemampuan sistem tersebut dalam menerima beban - beban strukiur diatasnva serta beban -
heban loinnya harus dibuktikan dengan cara yang dizetujui oleh Kepala Daerah,

Dagian Kelima
Keamanan Bangunan Terhadap Bahava Webakaran

Paragrafl 1
1) Setiap banpuaan harus dlenglapi peralatan penceaahan terhadap bahava kebakaran

serta penveiamatan Jiwa manusia dan augkungannya, dDangunan vang dimaksud
dalaiy bengunan umuom. pabril dan pudang serie bargiman vang mempunyal resike

sl Yo oW )
y hebakaran dan ledakan ; 3

{(Z) Sctiap fungs! muang atau pengpunzan bangunan yvang mempunyai resiko bahaya
rnebakaran (nger hards dialuwr penempatannyva sehingga apabila tenadi hebakaran
C fungei muang vang dmaksud adainh dapur, laboratorium kimia,

AR R bl.‘ib_x“r :‘;1[1“.:.1 5;“.& ;



{43

Ruang lain yang mempunyai resiko kebakaran tinggi pada bangunan harus dibatasi
oleh dinding afan lantai kompartemen vang ketahanan apinya minimal 3 jam dan pada
dinding atau fantai kompartemen rersebut tidak boleh terdapat lubang terbuka, kecuali
bukaan veng dilindungi

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus dilengkapi dengan
pengukur panas dan harus dirawat dan  diawasi, sehinggs suhu dalom mangan
tersebut tidak miclebihi batas maksimal vang telah ditentukan |

Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit fenaga
listrik lainnya serta muangan penyimpan cairan gas atau hahan vang mudah menguap
dan terbakar, harus dilindungi dengan sistem pencegahan kebakaran manua! atsu
sistem pemadam otomatis.



(1)

(2)
(3)

Pasal 127

Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis
yang sekurang-kurangnya mempunyai :
a. Lonceng atau sirine dan sumber tenaga batere cadangan;
b. Alat pengindera (Spinkler);
¢. Panel indikator yang dilengkapi dengan :
1. Fasilitas kelompok alarm;
2. Saklar penghubung dan pemutus arus;
3. Fasilitas pengujian batere dengan volt meter dan ampere meter.
d. Peralatan bantu lainnya.
Setiap alarm yang dipasang pada bangunan harus selalu siap pakai dan pemasangannya
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketentuan jenis alat pengindera yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan ruang
yang akan dilindungi.

Paragraf 2
Persyaratan Tahan Api dan Perlindungan Terhadap Api
Pasal 128
Klasifikasi bangunan ditentukan menurut tingkat ketahanan struktur utama terhadap api,
terdiri dari :
a. Bangunan kelas A ialah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan

b.

C.

d.

terhadap api minimal 3 jam,

Bangunan kelas B ialah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan
terhadap api minimal 2 jam;

Bangunan kelas C i1alah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan
terhadap api minimal %2 jam;

Bangunan kelas D ialah bangunan yang tidak tercakup ke dalam kelas A, B, C dan diatur
secara khusus,

Yang dimaksud dengan pasal 132 ayat ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(1)

(2)
(3)
C))

(hH
(2)

Pasal 129

Ketahanan api komponen struktur utama pada 4 lantai teratas pada bangunan tinggi,
minimal 1 jam, sedang dari lantai 5 sampai dengan lantai 14 dari atas minimal 2 jam
dan dari lantai 15 sampai terbawah minimal 3 jam;

Ketahanan api dinding luar pemikul maupun dinding partikel pada 4 lantai teratas
minimal 1 jam dan dari lantai bawah tersebut sampai lantai terbawah minimal 2 jam;
Ketahanan api dinding luar bukan pemikul yang mempunyai resiko terkena api pada
semua lantai minimal 1 jam;

Ketahanan api dinding bukan pemikul pada bagian dalam semua lantai minimal % jam.

Pasal 130

Pada bangunan tinggi, ketahanan api untuk atap minimal % jam;
Pada atap bangunan yang digunakan sebagai landasan helikopter, maka ketahanan api
atap minimal 1 jam.

Pasal 131

Pada bangunan yang tidak terkena diharuskan menggunakan spinkler, apabila dilengkapi
dengan sistem spinkler, maka ketahanan struktur utama yang disyaratkan 3 jam
diperkenankan menjadi 2 jam.

31



Pasal 132

Unsur-unsur interior bangunan gedung yang direncanakan tahan api, harus memenuhi
ketentuan sesuai dengan standar api yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 133

Bagian bangunan, ruang dalam bangunan karena fungsinya mempunyai resiko tinggi
terhadap bahaya keracunan, harus merupakan suatu kompartemen terhadap penjalaran api,
asap dan gas beracun.

Pasal 134

(1) Setiap bangunan sedang kelas A dan bangunan tinggi kelas B, harus dilindungi dengan
suatu sistem spinkler yang dapat melindungi setiap lantai pada bangunan;

(2) Bangunan rendah kelas A apabila sebagian sisi luarnya dinding masif, harus dilindungi
dengan sistem spinkler;

(3) Dinding masif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maksimal 75% dari luas
dinding.

Pasal 135

Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. Pemasangan hidran harus memenuhi ketentuan dan dipasang sedemikian rupa sehingga
panjang selang dan pancaran air dapat mencapai dan melindungi seluruh permukaan
lantai bangunan;

b. Setiap pemasangan hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 136

(1) Pada setiap bangunan permanen, bahan penutup atap harus terbuat dari bahan tahan api
minimal 'z jam;

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya
diperbolehkan untuk bangunan yang bersifat sementara, bersifat spesifik dan atau diberi
lapisan tahan api harus mendapat izin dari Kepala Dacrah.

Pasal 137

Pengakhiran dinding kompartemen dengan atap atau lantai diatasnya, harus menerus sampai
dibawah lantai atau atap diatasnya.

Paragraf 3
Persyaratan Terinci Terhadap Penyelamatan

Pasal 138

(1) Lebar dan jumlah pintu keluar pada setiap fungsi ruang harus diperhitungkan untuk
dapat menyelamatkan penghuni ruang dalam waktu yang singkat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sarana jalan keluar untuk kebakaran harus bebas dari segala hambatan serta dilengkapi
dengan tanda petunjuk jalan keluar yang harus selalu dalam kondisi baik, mudah dilihat
dan dibaca.
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Pasal 139

Bangunan seperti atrium dengan ketinggian 4 lantai atau 14 meter keatas, harus dilengkapi
peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan pada saat terjadi kebakaran
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
2)

(1)
(2)

Pasal 140

Kamar instalasi mesin lift kebakaran serta ruang luncur lift kebakaran, harus dilindungi
dengan dinding yang tidak mudah terbakar sesuai dengan klasifikasi bangunannya;
Pemisah antara kamar mesin dan ruang luncur lift kebakaran harus terbuat dari bahan
yang tidak mudah terbakar, dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi;
Apabila lift kebakaran terletak dalam suatu ruang luncur dengan lift lainnya, maka
dinding ruang luncur lift harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat (1)
dan (2) pasal ini.

Pasal 141

Pada dapur dan ruang lain yang sejenis yang mengeluarkan uap atau asap udara panas,
harus dipasang sarana untuk mengeluarkan uap atau asap atau udara panas, dan apabila
udara dalam ruangan tersebut mengandung banyak lemak, harus dilengkapi dengan alat
penangkap lemak;

Cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar, harus dibuat
dari pasangan bata atau bahan lain dengan tingkat keamanan yang sama.

Pasal 142

Bukan vertikal pada bangunan yang diperlukan untuk cerobong pipa, cerobong
ventilasi, cerobong instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari
bawah sampai atas tertutup pada setiap lantai,

Apabila harus diadakan bukaan pada dinding penutup bukaan vertikal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka bukaan harus dilindungi dengan penutup tahan
api minimal sama dengan ketahanan api dinding atau lantai.

Pasal 143

Luas ventilasi asap kendaraan lift maksimal 0,30 m2 dan untuk cerobong lainnya
maksimal 0,50 m2;

Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila bukaannya
menembus atap, dan apabila tidak menembus harus dipasang 2 buah ventilasi asap
tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.

Pasal 144

Dinding luar bangunan yang berbatasan dengan garis batas pemilikan tanah harus tahan
api minimal 2 jam;

Pada bangunan deret, dinding batas antara bangunan maksimal 16 meter dinding batas
tersebut harus menembus atap dengan tinggi minimal 0,50 meter dari seluruh
permukaan atap.
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(1)
2)

()

(2)
)

(4)

Bagian Keenam
Instalasi dan Perlengkapan Bangunan

Paragraf 1
Instalasi Listrik

Pasal 145

Perencanaan instalasi listrik arus kuat pada bangunan berlantai 5 (Lima) atau lebih dan
bangunan umum harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

Sistem instalasi listrik arus kuat dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara,
tidak membahayakan, mengganggu, dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan
instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar, nominalisasi teknik dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 146

Beban listrik yang bekerja pada instalasi arus kuat, harus diperhitungkan berdasarkan
standar dan atau normalisasi teknik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

Sumber daya utama pada bangunan harus menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan
Listrik Negara;

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak memungkinkan,
sumber daya utama dapat menggunakan sistem pembangkit tenaga listrik sendiri, yang
penempatannya harus aman dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan, serta harus
mengikuti standar dan atau normalisasi teknik dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Bangunan dan ruang khusus dimana tenaga listriknya tidak boleh putus, harus memiliki
pembangkit tenaga cadangan yang dayanya dapat memenuhi kelangsungan pelayanan
pada bangunan dan atau ruang khusus tersebut.

Pasal 147

Sistem instalasi listrik pada bangunan tinggi dan bangunan berlantai 5 (Lima) atau lebih dan
bangunan umum harus memiliki sumber daya listrik darurat, yang mampu melayani
kelangsungan pelayanan utama pada bangunan apabila terjadi gangguan listrik atau terjadi
kebakaran.

(1)

2)

Pasal 148

Instalasi listrik arus kuat sebagaimana dimaksud pasal 145 Peraturan Daerah ini yang
dipasang, sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh instansi
yang berwenang;

Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini,
disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 149

Pada ruang panel hubung atau ruang panel bagi, harus terdapat ruang yang cukup untuk
memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diberi ventilasi cukup.
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Paragraf 2
Instalasi Penangkal Petir

Pasal 150

Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak bentuk dan penggunaannya
diatap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir serta
diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 151

(1) Suatu instalasi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan
termasuk juga manusia yang ada didalamnya, terhadap bahaya sambaran petir;

(2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan, harus memperhatikan arsitektur
bangunan, tanpa mengurangi nilai perlindungan terhadap sambaran petir yang efektif;

(3) Terhadap instalasi penangkal petir harus dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan
secara berkala;

(4) Setiap perluasan atau penambahan bangunan instalasi penangkal petir, harus
disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.

Pasal 152

Perbaikan terhadap kerusakan instalasi penangkal petir pada bangunan harus mendapat izin
dari Kepala Daerah.

Paragraf 3
Instalasi Tata Udara Gedung

Pasal 153

Sistem tata udara gedung dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak
membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan , bagian bangunan dan instalasi
lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar normalisasi teknik dan Peraturan Perundang—
undangan yang berlaku.

Pasal 154

Udara segar yang dimasukkan kedalam sistem tata udara gedung, harus sesuai dengan
kebutuhan penghuni dalam ruang yang dikondisikan, serta memperhatikan kebersihan udara.

Pasal 155

Sistem ventilasi pada bangunan rumah sakit untuk ruang operasi, ruang steril dan ruang
perawatan bagi pasien yang berpenyakit menular, tidak dibenarkan mempergunakan sistem
sirkuasi udara yang dapat menyebabkan penularan penyakit ke bagian lain bangunan.

Pasal 156

(1) Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanis diambil
pada ketinggian maksimal 1,60 m diatas lantai;

(2) Ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dari lebih satu lantai, gas
buangan mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai
lainnya.
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Pasal 157

(1) Cerobong (decting) sistem penutup api tata udara gedung harus dilengkapi dengan
penutup api (fire dumper) yang dapat menutup sendiri apabila terjadi kebakaran;

(2) Penutup api (fire dumper) dalam cerobong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, harus mempunyai ketahanan api minimal sama dengan ketahanan api dinding
dimana bagian cerobong udara tersebut dipasang.

Paragraf 4
Instalasi Transportasi dalam Gedung

Pasal 158

(1) Sistem instalasi transportasi dan penempatannya dalam gedung harus mudah diamati,
tidak membahayakan, menggangu dan merugikan lingkungan bagian bangunan dan
instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Jenis dan persyaratan penggunaan lift berdasarkan standar, normalisasi teknik dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 159

(1) Kapasitas angkut yang dinyatakan dalam izin harus menjadi kapasitas angkut
maksimum dari lift dimaksud;

(2) Kapasitas angkut lift yang diizinkan, harus tertulis pada sangkar dan dinyatakan dalam
jumlah orang yang dapat diangkut;

(3) Kapasitas angkut lift barang yang diizinkan, harus tertulis dalam sangkar dan
dinyatakan dalam kg;

(4) Jumlah dan kapasitas lift harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk
sirkulasi vertikal pada bangunan.

Pasal 160

(1) Struktur dan material lift dan eskalator harus dalam keadaan kuat, tidak cacat dan
memenuhi syarat-syarat keselamatan dan keamanan serta harus ada sertifikat kelayakan
dan jaminan dari perusahaan yang bersangkutan;

(2) Konstruksi dan instalasi lift dan eskalator harus memenuhi ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Instalasi Plambing dan Air Buangan

Pasal 161

Sistem plambing dan air buangan serta penempatannya harus mudah diamati, dipelihara,
tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan
instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar normalisasi teknik dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 162
Pada setiap bangunan harus disediakan sistem air bersih dan air buangan guna menyalurkan

air bersih ke alat plambing dan membuang air limbah dari peralatan plambing serta tidak
mengganggu lingkungan dan saluran kota (got, parit saluran primer, sekunder dan tersier).
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Pasal 163

Gedung yang mempunyai alat plambing harus dilengkapi dengan sistem drainase, untuk
menyalurkan air ke saluran umum, sedang apabila tidak terdapat saluran umum, penyaluran
air buangan harus dilakukan atas petunjuk instansi yang berwenang,

Pasal 164

(1) Sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air PAM apabila sumber
air bukan dari PAM, maka sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi
yang berwenang;

(2) Apabila sumber air dari sumber dalam (deepwell) dengan harus mendapat izin dari
instansi yang berwenang.

Pasal 165

Tangki persediaan air yang melayani keperluan gedung, hidran kebakaran dan sistem spinkler

harus :

a. Direncanakan dan dipasang sehingga dapat menyalurkan air dalam volume dan tekanan
yang cukup untuk sistem tersebut;

b. Mempunyai lubang aliran ke luar untuk keperluan gedung pada ketinggian tertentu dari
dasar tangki, sehingga persediaan minimal yang diperlukan untuk pemadam kebakaran
maupun spinkler dapat dipertahankan.

Pasal 166

Buangan yang mengandung radio aktif dan B3 harus diamankan sesuai dengan Peraturan
yang berlaku dan cara pembuangannya harus mendapat izin khusus dari instansi yang
berwenang.

Paragraf 6
Instalasi Komunikasi Dalam Gedung

Pasal 167

Sistem instalasi komunikasi telepon dan tata suara gedung serta penempatannya harus mudah
diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian
bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan
Peraturan lain yang berlaku.

Pasal 168

(1) Pada setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14 meter keatas, harus tersedia
peralatan komunikasi darurat untuk keperluan penanggulangan kebakaran;

(2) Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem dan peralatannya rusak,
maka sistem telepon darurat tetap bekerja.

Paragraf 7
Instalasi Gas

Pasal 169
Sistem instalasi gas beserta penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak

membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain
serta diperhitungkan berdasarkan standar normalisasi teknik dan Peraturan lain yang berlaku.
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Paragraf 8
Instalasi Lain

Pasal 170

Instalasi lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi segala aspek keamanan,
keselamatan terhadap instalasi itu sendiri, bangunan dan lingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Membangun

Paragraf 1
Tertib Pelaksanaan Membangun

Pasal 171

Setiap kegiatan membangun termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan harus
memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang :

a. Keselamatan dan kesehatan;

b. Kebersihan dan keserasian lingkungan;

¢. Keamanan dan kesehatan terhadap lingkungan disekitarnya;

d. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 172

(1) Setiap pelaku teknis dalam melaksanakan kegiatan membangun wajib mengikuti
petunjuk yang diberikan oleh Bagian Penyusunan Program;

(2) Apabila pelaksanaan kegiatan membangun menggunakan teknologi atau cara baru yang
belum lazim, maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan pelaksana atau pemilik
bangunan harus terlebih dahulu mengajukan rencana pelaksanaannya untuk mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 173

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan membangun terdapat ketentuan-ketentuan yang belum
dan atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka dapat digunakan pedoman Peraturan
atau ketentuan lainnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sarana Pelaksanaan Membangun

Pasal 174

(1) Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan harus dipasang papan nama proyek, nomor
IMB dan batas pekarangan harus dipagar setinggi minimal 2,5 meter dengan
memperhatikan keamanan keserasian sekelilingnya serta tidak melampaui GSJ;

(2) Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya terpaksa melampaui GSJ harus
mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;

(3) Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan
pengguna jalan, maka pagar proyek yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat
konstruksi pengamanan yang melindungi pengguna jalan;

(4) Papan nama proyek berukuran 60 cm x 40 cm dan plat nomor IMB berukuran 20 cm x
15 cm.
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Pasal 175

(1) Jalan dan pintu keluar masuk pada lokasi kegiatan membangun harus dibuat, dan
penempatannya tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas serta tidak merusak
prasarana kota;

(2) Apabila jalan masuk proyek tersebut melintas trotoar dan saluran umum maka perlu
dibuat konstruksi pengamanan berupa jembatan sementara untuk lalu lintas kendaraan
keluar masuk proyek;

(3) Jalan keluar masuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dibuatkan
tanda lalu lintas atau rambu.

Pasal 176

Konstruksi bekisting dan perancah harus aman dan tidak membahayakan para pekerja dan
lingkungan sekitarnya.

Pasal 177

Setiap pelaksanaan kegiatan membangun yang menggunakan alat bantu seperti ramp,
jembatan darurat, tangga darurat, jaring pengaman dan alat bantu lainnya harus memenuhi
ketentuan tentang keselamatan dan keschatan kerja serta ketentuan teknis lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 178

(1) Pada pelaksanaan kegiatan membangun harus dilengkapi dengan :
a. Alat pemadam api sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Sarana pembersih bagi kendaraan yang keluar proyek.

(2) Pada pelaksanaan kegiatan membangun yang tingginya lebih dari 10 lantai atau lebih
dari 40 m, harus dilengkapi dengan lampu tanda untuk menghindari kecelakaan lalu
lintas udara.

Pasal 179

Setiap pelaksanaan kegiatan membangun yang memerlukan instalasi listrik untuk sumber
daya listrik darurat, lift angkut barang atau orang dan lain-lain yang sejenis bersifat sementara
harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 180

Penempatan dan pemakaian alat-alat besar untuk pelaksanaan kegiatan membangun, tidak
boleh menimbulkan bahaya, merusak dan atau gangguan terhadap bangunan maupun
lingkungannya.

Pasal 181

(1) Bedeng, bangsal kerja, kamar mandi, kakus harus disediakan oleh pemborong untuk
para pekerja sesuai dengan kebutuhan dan penempatannya tidak boleh mengganggu
lingkungan sekitarnya serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku,

(2) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dibongkar
dan dibersihkan apabila pelaksanaan kegiatan membangun telah selesai.
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Paragraf 3
Hasil dan Mutu Pelaksanaan Membangun

Pasal 182

Pada pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, harus diawasi oleh
tenaga ahli sesuai bidangnya antara lain :

a. Pekerjaan galian atau tanah untuk kedalaman lebih dari 2 m dan atau dilokasi yang
rapat,;

Pekerjaan struktur penahan tanah;

Pekerjaan dewatering (dinding penahan air sementara);

Pekerjaan pondasi dalam;

e. Pekerjaan struktur bangunan khusus.

Tenaga ahli yang dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memiliki surat keterangan keahlian
dari pendidikan formal sesuai bidangnya.

e o

Pasal 183

Penggalian pondasi atau basement yang memerlukan dinding penahan air sementara
atau dewatering, pelaksanaannya tidak boleh merusak lingkungan sekitarnya;
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan dewatering ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 184

Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan sambungan, harus dilakukan
pengawasan dan pengamatan oleh tenaga ahli agar sambungan tersebut berfungsi sesuai
dengan perancangan;

Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh
tenaga ahli terhadap gejala kelelahan tiang dimaksud akibat pemancangan.

Pasal 185

Pekerjaan tertentu yang menurut Kepala Daerah memerlukan keahlian khusus harus
dilakukan oleh tenaga ahli;
Percobaan pembebanan untuk struktur bangunan harus dilaksanakan oleh pemborong
dan diawasi oleh Direksi Pengawas serta mengikuti persyaratan teknis standar dan
prosedur yang berlaku.

Pasal 186

Apabila mutu bahan dan atau hasil pelaksanaan kegiatan membangun diragukan, maka
harus dilakukan pengujian dan pengkajian serta hasilnya dilaporkan secara tertulis
kepada Kepala Daerah;

Apabila mutu bahan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
memenuhi persyaratan, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengganti
bahan yang sudah terpasang;

Mutu bahan struktur bangunan yang belum lazim digunakan harus dibuktikan terlebih
dahulu dengan test atau diuji oleh instansi yang berwenang.

Pasal 187

Apabila dalam pelaksanaan membangun terjadi kegagalan struktur, maka pelaksanaan
membangun harus dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap bangunan manusia
dan lingkungan;

Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, ternyata tidak dapat diatasi dengan perkuatan dan dapat mengakibatkan
keruntuhan, maka bangunan tersebut harus dibongkar.
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Pasal 188

Pada pelaksanaan pemasangan instalasi listrik, tata udara gedung plambing serta instalasi
lainnya dalam gedung harus aman dan tidak boleh mengganggu atau mengurangi kekuatan

struktur bangunan.

Paragraf 4
Pangawasan Lingkungan

Pasal 189

(1) Pekerjaan galian dan penimbunan hasil galian serta penimbunan bahan-bahan tidak
boleh menimbulkan bahaya atau gangguan lingkungan,

(2) Setiap pekerjaan galian lebih dalam dari 2 meter, harus diamankan dari bahaya
terjadinya kelongsoran dengan cara memasang konstruksi pencegah kelongsoran yang
perencanaan dan teknis pelaksanaannya terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Dacrah;

(3) Pekerjaan galian dan pemasangan struktur pencegah kelongsoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus selalu diawasi oleh tenaga ahli.

Pasal 190

(1) Pada pelaksanaan pondasi yang dapat mengakibatkan stabilitas bangunan didaerah yang
berbatasan dengan daerah pelaksanaan terganggu, harus diadakan pengamanan sebelum
pelaksanaan pondasi tersebut dimulai atau diteruskan dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Kepala Daerah;
(2) Bagian Penyusunan Program dapat memerintahkan untuk mengubah sistem pondasi

yang dipakai apabila dalam pelaksanaannya mengganggu dan atau membahayakan
keamanan dan keselamatan lingkungan disekitarnya.

Pasal 191

(1) Untuk pelaksanaan bangunan tinggi dan atau bangunan lainnya yang dapat
menimbulkan jatuhnya benda-benda ke sekitarnya harus dipasang jaring pengaman,

(2) Pelaksanaan bangunan dibawah permukaan air dan dibawah permukaan tanah harus
dibuat pengaman khusus agar tidak membahayakan bagi para pekerja maupun
lingkungan sekitarnya.

Pasal 192

Pemborong dan atau pemilik bangunan berkewajiban dengan segera membersihkan segala
kotoran dan atau memperbaiki segala kerusakan terhadap prasarana dan sarana kota akibat
pelaksanaan bangunan sehingga berfungsi seperti keadaan semula.

Pasal 193

(1) Setiap kegiatan membangun yang dilaksanakan secara bertahap dan atau terhenti
pelaksanaannya, maka penghentian pekerjaan harus pada kondisi yang tidak
membahayakan bangunan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya;

(2) Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat, pembuangan puing dan
atau sisa bahan bangunan dari lantai tingkat harus dilaksanakan dengan sistem tertentu
yang tidak membahayakan dan menggangu lingkungan.
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BAB IV
Izin Membongkar Bangunan

Pasal 194

Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebahagian atau seluruh bangunan, harus
terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah;

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon terlebih
dahulu harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;

Tata cara dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 195

Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar
bangunan;

Penyimpangan teknis yang ditetapkan dalam izin merobohkan bangunan harus
mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

|

Pasal 196

Pelaksanaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar
bangunan,

Untuk merobohkan bangunan dengan cara teknologi tinggi, harus dilaksanakan oleh
tenaga ahli yang memenuhi persyaratan,

Untuk keamanan dan keselamatan umum atau sekitar bangunan yang dirobohkan harus
diusahakan langkah-langkah pengamanan antara lain pemasangan pagar-pagar atau
jaringan.

BABV
Ketentuan Retribusi

Pasal 197

Untuk setiap pemberian surat IMB dan izin membongkar bangunan dikenakan retribusi;
Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VI
Ketentuan Pidana

Pasal 198

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta
Rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VII
Penyidikan

Pasal 199
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang
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(2)

Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

S@ 0 e0TD

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
Melakukan penyitaan benda atau surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seseoang;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 200

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala daerah Pagar Alam
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 201

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK |
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 01 SERI E



